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ABSTRAK
FITRIANI SARI HANDAYANI RAZAK. NIM E 121 08 007. Analisis Peranan
Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat di Kabupaten
Pinrang (Studi Kasus: Pengentasan Anak Putus Sekolah di Kecamatan
Lembang ), di bawah bimbingan Dr. H. A. Gau Kadir, MA dan Dr. Muh.
Tamar M.Psi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisa peranan
pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarkat khususnya dalam
pengentasan anak putus sekolah di Kecamatan Lembang Kabupaten
Pinrang.

Penelitian ini bersifat deskriptif yang memberikan gambaran secara faktual
mengenai analisa peranan pemerintah daerah dalam pemberdayaan
masyarakat khususnya mengenai pengentasan anak putus sekolah di
Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang. Teknk pengumpuian data
dilakukan melalui observasi dan wawancara. Data yang diperoleh selanjutnya
dianalisis secara kualitatif.

Dari hasil penelitian menunjukkan: (1) Kondisi obyektif anak putus sekolah di
Kecamatan Lembang mencapai angka 979 anak, terdiri dari tingkat SD
berjumiah 186 anak, SMP 372, dan SMA 441 anak. (2) Berdasarkan 5 kasus
yang ditemukan penulis di lapangan, faktor yang menjadi penyebab anak
tidak atau putus sekolah adalah: (a) Lemahnya ekonomi keluarga, (b) Latar
belakang pendidikan orang tua, (c) Kurangnya minat untuk bersekolah, (d)
Kondisi lingkungan tempat tinggal, (e} Teman Sepergaulan, (f) Pandangan
masyarakat mengenai pendidikan. (3) Peranan pemerintah daerah
Kabupaten Pinrang dalam mengentaskan anak putus sekolah yang terjadi di
Kecamatan Lembang yakni: (a) Membuat suatu kebijakan untuk
mengentaskan anak putus sekolah, (b)Sosialisasi kepada masyarakat, (c)
Memberikan bantuan berupa dana, (d) Optimalisasi pemberian beasiswa
pendidikan bagi masyarakat meikin, dan (e) Program bantuan paket. Sejaun
ini program pemerintah yang kurang terealisasikan dengan baik adalah
sosialisasi kepada masyarakat, optimalisasi pemberian beasiswa pendidikan
bagi masyarakat miskin dan program bantuan paket pendidikan. Hal ini terjadi
kurangnya kerjasama dengan pemerintah daerah terkait yakni Kepala
Desa/Lurah dengan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga mengenai data
masyarakat miskin serta tidak meratanya informasi kepada masyarakat.



ABSTRACT
Fitriani Sari Handayani Razak. NIM E 121 08 007, An Analysis on Local
Government Role In Community Empowerment in Pinrang Regency
(Case Study: End Child Poverty Schools in Lembang District), under the
guidance of Dr.. H. A. Gau Kadir, MA and Dr.. Muh. Tamar M. Psi.

This study aims to determine and analyze the role of local govermment in
community empowerment, especially in reducing school dropouts in the
Lembang District, Pinrang Regency.

Thie research was descriptive which gives a factual analysis of the role of
local government in community empowerment especially about reducing
school dropouts in the Lembang District, Pinrang Regency. Techniques of
data collection are done through observation and interviews by selecting
informants who played a part and technically involved in community
empowerment, especially in reducing school dropouts. The data obtained
were then analyzed qualitatively.

The results showed: (1) factual condition of non school children in District
Lembang reached 979 children, consisting of primary school children
numbered 166, Junior high school 372, and 441 senior high school kids. (2)
Based on 5 cases which are found by the author in the field, factors that
cause non-or dropping out of school children are: (a) Lack of family economy,
(b) parents’ educational background, (c) Lack of interest to school, (d)
neighborhood conditions, (e) Playmate, (f) The public view of education. (3)
The role of local governments in alleviating Pinrang's school dropouts
children that occurred in Lembang District are: (a) create a policy to alleviate
school dropouts children, (b) dissemination to the public, (c) provide
assistance in the form of funds, (d) optimization of educational scholarships
for pauper, and (e) Program assistance package. Al this time, the
government programs that are less well socialized to the society, the
optimization of educational scholarships for the poor and education package
assistance program. This happened because of a lack of cooperation with the
relevant local government such as head of villages /villages chief with the
Department of Education, Youth and Sports conceming about the data of the
poor people and unequal information distribution to the public.
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BAB I

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pembangunan nasional yang dilaksanakan dewasa ini bertujuan
untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila
dan UUD RI 1945. Dalam usaha mencapai tujuan tersebut, berbagai upaya
talah dilakukan oleh pemerintah. Upaya pembangunan yang dilakukan
selama ini, dengan berbagai bentuk dan variasinya, pada dasarnya dilakukan

guna meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat.

Setiap pembangunan dilaksanakan di daerah, maka sudah
selayaknya jika pemerintah daerah memegang posisi dominan yang lebih
strategis baik dalam perencanaan, pendanaan ataupun pelaksanaan
pembangunan itu sendiri. Hal itu didasarkan bahwa pemerintah daerah lebih
dekat dengan rakyat dibandingkan dengan pemerintah pusat, disamping lebih
memahami aspirasi masyarakat dan menuangkannya ke dalam proyek-
proyek pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal itu
sesuai dengan penjelasan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah, khususnya pada Pasal 2 ayat (1) dinyatakan bahwa Negara

Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah



provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan kota yang masing-masing mempunyai

pemerintahan daerah.

Berdasarkan asas desentralisasi tentunya pemerintah daerah
mempunyai kewenangan dalam mengurus daerahnya sendiri, sehingga
pemerintah daerah kini lebih leluasa dalam mengelolah serta meningkatkan
potensi yang di miliki daerahnya termasuk sumber daya manusia. Sehingga
pemerintah daerah mempunyai peranan penting dalam memberdayakan
masyarakat daerah karena pemerintah daerah yang lebih dekat dan
mengetahui  kondisi dan  kebutuhan masyarakatnya.  Ungkapan
pemberdayaan masyarakat secara politik memberi peluang partisipasi bagi
setiap masyarakat. Hal inilah sesuai dengan prinsip good governance' di
mana kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh pemerintah harus sesuai
dengan kebutuhan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat tentunya

membutuhkan tingkat partisipasi masyarakat dan peran pemerintah daerah.

Pemberdayaan menunjuk pada kemampuan orang, khususnya
kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau

kemampuan dalam:

! paraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000, merumuskan arti Good Governance sebagai
berkut; “Kepemerintahan yang mengemban akan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas,
akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hokum dan
dapat diterima cleh seluruh masyarakat. Sedarmayantl, 2004, Good Governance (Kepemerintahan
¥ang Baik) Bogion Keduo Membangun Sistem Mangjermen Kinerja Guna Meningkatkan Produktivitas
Menuju Good Governance (Kepemerintahon Yong Baik), Mandar Maju, Bandung, him. 4.
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a) Memenuhi kebutuhan dasarmya sehingga mereka memiliki
kebebasan (freedom), dalam arti bukan saja bebas
mengemukakan pendapat melainkan bebas dari kelaparan,
beberapa dari kebodohan, bebas dari kesakitan;

b) Menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan
mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh
barang-barang dan jasa-jasa yang mereka periukan;

¢) Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-

keputusan yang mempengaruhi mereka.

Bagaimana memberdayakan masyarakat merupakan satu masalah
tersendiri yang berkaitan dengan hakikat power (daya). Pada dasarnya, daya
atau power tersebut di miliki oleh setiap individu dan kelompok, akan tetapi
kadar dari daya tersebut berbeda satu dengan yang lainnya. Kondisi ini
dipengaruhi oleh berbagai faklor yang saling terkait antara lain seperti
pengetahuan, kemampuan, siatus, harta, kedudukan dan jenis kelamin.
Faktor-faktor yang saling terkait tersebut pada akhirnya membuat hubungan
antara individu dengan dikotomi subyek (dalam hal ini pemerintah daerah
selaku penguasa) dan obyek (tentunya masyarakat sebagai yang dikuasai).

Bentuk relasi sosial yang dicirikan dengan dikotomi subyek (pemerintah) dan
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obyek (masyarakat) tersebut merupakan relasi yang ingin “diperbaiki” melalui

proses pemberdayaan.’

Proses pemberdayaan masyarakat merupakan suatu program yang
berkesinambungan, dalam memberdayakan masyarakat tentunya pemerintah
daerah berperan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai
pentingnya menuntut ilmu dengan bersekolah sebagai upaya peningkatan
mutu masyarakat. Walaupun pemerintah daerah telah berupaya melakukan
pemberdayaan masyarakat sudah lama tapi pemberdayaan ini akan tetap
berangsung selama masyarakat itu masih bertahan di suatu daerah dan
mereka tetap berusaha memberdayakan din sendiri demi meningkatan taraf
hidup mereka terutama dalam mewujudkan masyarakat yang bermutu dan
berkualitas. Hal ini diharapkan agar masyarakat di setiap daerah terutama di
daerah Kabupaten Pinrang merasa tidak terkucilkan dan pemerintah daerah
juga dapat memberdayakan masyarakatnya di bidang pendidikan yang
menjadi kebutuhan dasar masyarakat. Hal ini tentunya sesuai dengan
peranan pemerintah sebagai edukasional yang memberikan pengetahuan
kepada masyarakat dalam membangkitkan kemampuan dan kesadarannya
dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapinya dengan iimu dan

pengetahuan yang mereka miliki.

! adi Fahruddin, Pemberdoyaon, Partisiposi, don Penguaton Kopositos Mosyarakat,
Humanlora, Bandung, him. 45-51.
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Jumiah penduduk Kabupaten Pinrang di tahun 2010 mencapai angka
351.042 jiwa dan jumiah rumah tangga Yyang berada di bawah garis
kemiskinan mencapai angka 18.214 keluarga®. Kemiskinan yang terjadi
tentunya menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat anak putus
sekolah. Selain itu keinginan yang berasal dari diri sendiri dan pengaruh
pergaulan untuk tidak bersekolah serta akses menuju sekolah merupakan
faktor yang mempengaruhi tingginya jumlah anak putus sekolah. Ditambah
sarana dan prasarana yang kurang memadai sepert alat-alat penunjang
kreatifitas dan teknologi, dan kondisi ruang belajar yang rusak juga

mengurangi minat peserta didik untuk melanjutkan pendidikannya.

Kabupaten Pinrang terbagi menjadi 12 Kecamatan salah satunya
adalah Kecamatan Lembang. Saat ini Kabupaten Pinrang memiliki angka
putus sekolah (APS) sekitar 3.769 anak dan Kecamatan yang paling tinggi
angka putus sekolahnya adalah Kecamatan Lembang yang memiliki angka
anak putus sekolah 879 anak. Kondisi demikian dapat dimaknai bahwa cukup
banyak anak usia SD/MI (7-12 tahun) belum bersekolah. Angka putus
sekolah di usia 7-12 tahun ini tentunya sangat memprihatinkan. Angka putus
sekolah yang ferjadi disebabkan karena faktor tingkat kemampuan
masyarakat yang rendah dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk

bersekolah.

} nadan Pusat Satatistika, Profil Kobupoten Pinrang Dalam Angke Tohun 2010, Xabupaten
Pinrang.



Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang bertanggung jawab dalam
meningkatkan kesadaran masyarakat di Kecamatan Lembang mengenai
pentingnya bersekolah sebagai upaya pemberdayaan masyarakat. Dan
menciptakan masyarakat yang terampil, terdidik, dan berteknologi sebagai

prasyarat mutiak pembentukan manusia yang bermutu dan berkualitas.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas,
maka penulis mengajukan beberapa rumusan masalah mengenai analisis
peranan pemerintah daerah dalam pemberdayaan masyarakat di Kabupaten
Pinrang (Studi kasus pengentasan anak pulus sekolah di Kecamatan
Lembang) secara singkat sebagai berikut:

1) Bagaimana kondisi obyektif anak putus sekolah di Kecamatan
Lembang?

2) Faktor-fakior apa yang menyebabkan terjadinya anak putus
sekolah di Kecamatan Lembang?

3) Sejauh mana peranan pemerintah daerah dalam melakukan
pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan kesadaran

masyarakat untuk bersekolah di Kecamatan Lembang?



C.

Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah penelitian, maka tujuan penelitian

ini adalah sebagai berikut:

1)

2)

3)

Untuk mengetahui kondisi obyektif anak putus sekolah di
Kecamatan Lembang.

Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya
anak putus sekolah di Kecamatan Lembang.

Untuk mengetahui Sejauh mana peranan pemerintah daerah
dalam melakukan pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan

kesadaran masyarakat uniuk bersekolah di Kecamatan Lembang.

Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1)

2)

Sebagai bahan kemajuan iimu, khususnya kajian ilmu sosial yang
berkaitan dengan peranan pemerintah daerah dalam
pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan terutama dalam
pengentasan anak putus sekolah.

Hasil dari penulisan ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi
pemerintah daerah untuk lebih memberdayakan masyarakat

terutama di bidang pendidikan.



3)

4)

Hasil penulisan ini dapat dijadikan bahan bagi pemerintah
daerah dalam mengatasi permasalahan dalam pendidikan
terutama dalam mengatasi angka anak putus sekolah.

Sebagai bahan informasi bagi masyarakat untuk bisa lebih
mandiri dan terus mengembangkan potensi yang dimilikinya

untuk meningkatkan taraf hidup yang lebih baik.



E. Kerangka Konsep

Secara lebih jelasnya untuk melihat bagaimana alur penulisan penulis tergambar dalam skema berikut ini:

Pemberdayaan

"
1

_ Masyarakat

Anak Putus Sekolah
mencapal angka 979 anak.

k
« Kebijakan Pemerintah Daerah

Dalam Pengentasan Anak Putus
Sekolah

- » Sosialisasi Kepada Masyarakat
Pemerintah Daerah + Tiarrdierian Banbimn

v

» Optimalisasi Pemberian Beasiswa

Kabupaten Pinrang ._ Pendidikan Bagi Masyarakat Faktor-faktor yang menjadi Penyebab Anak
{ Miskin Putus Sekolah:
+ Program Bantuan Paket
| Pendidikan Latar Belakang Pendidikan Orang tua

Lemahnya ekonomi keluarga

Kurangnya minat untuk sekolah

Kondisi lingkungan tempat tinggal anak
Teman Sepergaulan

Pandangan masyarakat tentang pendidikan

- & @ & B ®

-



Metode Penelitian

Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan
studi kasus, artinya penulis akan meneliti satu unit sosial yang berkaitan
dengan fokus permasalahan secara lebih mendalam. Penulis menggunakan
metode kualitatif karena permasalahan yang ada dinamis, kompleks dan
penuh makna. Dan menggunakan tipe deskriptif yaitu dengan memberikan
gambaran secara spesifik mengenai peranan pemerintah daerah Kabupaten
Pinrang dalam hal pengentasan anak putus sekolah di Kecamatan Lembang.
Selanjutnya, penulis bermaksud memahami situasi sosial secara mendalam

yang terjadi di Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang.

Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kecamatan Lembang Kabupaten
Pinrang, serta Dinas Sosial, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Pinrang,
Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pinrang dan
masyarakat Kecamatan Lembang. Dengan pertimbangan bahwa komponen-
komponen tersebut berperan penting dalam proses pemberdayaan

masyarakat dan pengentasan anak putus sekolah.
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3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data sebagai

berikut :

1. Penelitian Lapang
Penelitian lapang ini dimaksudkan bahwa penulis langsung
melakukan penelitian pada lokasi atau objek yang telah ditentukan. Penelitian
lapang ditempuh dengan cara sebagai berikut :
a) Observasi yaitu pengamatan ferhadap obyek secara langsung,
b) Interview yaitu wawancara langsung dengan infoman yang dinggap
dapat memberikan informasi;
2 Studi Pustaka (library research).
Pengumpulan data menggunakan studi pustaka yaitu pengumpulan
data dengan membaca buku, surat kabar, dokumen-dokumen, Undang-
undang dan media informasi lain yang ada hubungannya dengan masalah

yang diteliti.

e
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Sampel Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan informan dalam
memperoleh data yang dibutuhkan. Pemilihan Informan ini melalui
pertimbangan bahwa orang yang dipilih dapat memberikan informasi yang
jelas sesuai dengan tujuan dan permasalahan yang sedang diteliti Dengan

demikian yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bupati Pinrang;

2. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pinrang,

3, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Pinrang,;

4, Anggota DPRD Kabupaten Pinrang (Ketua/Anggota DPRD
Kabupaten Pinrang Komisi 1),

5. Kepala Sekolah tingkat SD sebanyak 5 orang, tingkat SMP
sebanyak 3 orang, dan tingkat SMA sebanyak 1 orang,

6. Dan masyarakat Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang

sebanyak 30 orang.

Dalam penelitian, selanjutnya dilapangan memungkinkan informan
bertambah (snowball sampling) disebabkan informan tersebut dapat

memberikan informasi mengenai data penulisan yang dibutuhkan.

12



Definisi Operasional \Ch

Dalam rangka memudahkan proses analisa data yang diperoleh, maka
definisi konsep yang ada dioperasionalisasikan ke dalam indikator-indikator
agar mampu menggambarkan dan menjelaskan gejala-gejala yang dapat diuji
kebenarannya. Adapun operasicnalisasi konsep dalam penulisan ini meliputi
hal-hal sebagai berikut

1. Peranan pemerintah
Peranan pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan
atau kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah (Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga) sehubungan dengan tugas dan fungsi pemerintah
daerah sebagai pelaksana pemerintahan di tingkat daerah dan pengambil
kebijakan yang ada di daerah Kabupaten Pinrang khususnya Kecamatan
Lembang dalam mengentaskan anak putus sekolah.

Hal ini dapat diukur dengan indikator-indikator sebagai berikut:

»  Kebijakan-kebijakan pemerintah daerah yang berkaitan dengan
pengentasan anak putus sekolah dalam bentuk peraturan
daerah dan Keputusan Bupati Pinrang;

%  Bantuan-bantuan yang diberikan oleh pemerintah daerah
kepada masyarakat dan lembaga pendidikan  di setiap

jerjangnya berupa motivasi-motivasi  dalam  melanjutkan

13



sekolah sebagai upaya pengentasan anak putus sekolah di
Kecamatan Lembang.
2. Proses Pemberdayaan masyarakat
Dalam proses pemberdayaan masyarakat melalui beberapa tahapan
yaitu:
»  Pemberdayaan Melalui Kebijakan Dan Perencanaan
Dilakukan dengan merubah struktur dan institusi-institusi yang ada
agar terjadi akses yang sesuai dengan sumber-sumber dan pelayanan-
pelayanan, serta munculnya partisipasi dalam kehidupan masyarakat.
%  Pemberdayaan Melalui Pendidikan Dan Penyadaran
Menekankan pada pentingnya proses pendidikan sehingga pihak
yang diberdayakan memperoleh kemampuan-kemampuan. Cara ini dilakukan
dengan memberikan pengetahuan akan berbagai hal yang menjadi kendali
baik struktural maupun kendala-kendala kemasyarakatan, juga memberikan
keterampilan untuk berkarya secara efektif menuju perubahan.
Pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan
masyarakat dicapai melalui penerapan pendekatan pemberdayaan yaitu:
1.  Pemungkinan
Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi
masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan sebaiknya mampu
membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang

menghambat.

14



2. Penguatan

Memperkuat pengetahuan dan kemampuan Yyang dimiliki
masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-
kebutuhannya. Pemberdayaan dapat menumbuhkembangkan segenap
kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian

mereka.
3. Perlindungan

Melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah
agar tidak tertindas oleh kelompok yang kuat, menghindari terjadinya
persaingan yang tidak seimbang antara yang kuat dan lemah. Pemberdayaan
dapat diarahkan penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang

tidak menguntungkan rakyat kecil.
4. Penyokongan

Memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu
menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan
sebaiknya menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam keadaan dan

posisi semakin lemah dan terpinggirkan.
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5. Pemeliharaan

Memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi
keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam
masyarakat. Pemberdayaan mampu menjamin  keselarasan  dan
keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan

berusaha.

Analisis Data

Penulis melakukan analisis terhadap data yang telah dikumpulkan.
kemudian dianalisis dengan pendekatan model interaktif yang terdiri dari tiga
hal utama yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.
Proses reduksi diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian
pada penyederhanaan, pengabstrakan dan tranformasi data yang muncul
dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Proses reduksi data bukanlah
proses yang sekali jadi, tetapi proses yang berulang selama proses penulisan
ini berlangsung. Maka dalam mereduksi data penulis memfokuskan pada
pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah dalam
meningkatkan kesadaran masyarakat untuk bersekolah. Langkah berikutnya
setelah direduksi adalah penyajian data yang dilakukan dalam bentuk uraian
singkat mengenai fenomena yang terjadi di masyarakat. Selanjutnya penulis
akan menarik kesimpulan berdasarkan hasil observasi dan wawancara di
lapangan.

16



BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini akan diuraikan konsep-konsep yang disesuaikan
berdasarkan topik, judul, fokus penelitian. Konsep-konsep ini menjadi
landasan atau kerangka berpikir dalam perumusan pelaksanaan studi, kaijian,

dan penelitian yang akan dilaksanakan.

' 21 Tinjauan tentang Peranan

Berdasarkan kamus iimiah populer yang disusun oleh Tim Prima
Pena memberikan pengertian peran dan peranan sebagai berikut:

“Peran” yakni laku; hal berlaku atau bertindak; pemeran, pelaku;

pemain (film atau drama). Sedangkan peranan adalah fungsi,

kedudukan: bagian kedudukan.™

Berbicara tentang peranan, maka kita tidak menghindarkan diri dari
persoalan status atau kapasitas seseorang atau suatu lembaga karena setiap
status sosial atau jabatan yang diberikan kepada sefiap orang atau kepada
suatu institusi pasti disertai dengan kewenangan. Kewenangan atau peran

yang harus dilaksanakan oleh orang atau institusi tersebut.

* 1im Prima Pana, Kamus limish Populer, 2006, Giamedia Pres, Jakaria, hal. 367.
17
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Menurut Selo Sumarjono, peran (role) adalah aspek dinamis dari

kehidupan (status) atau pola fingkah laku yang ada hubungannya dengan

kehidupan sosial seseorang, antara status dan role sangat sukar dipisahkan.

Tidak ada kedudukan tanpa peran, dan tidak ada peran tanpa kedudukan.®

Menurut pengertian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Balai

Pustaka, menyebutkan pengertian peranan sebagai berikut:

a.

Peran adalah pemain yang diandaikan dalam sandiwara maka
dia adalah pemain sandiwara atau pemain utama;

Peran adalah bagian yang dimainkan seorang pemain dalam
sandiwara, ia berusaha bermain dengan baik dalam semua
peran yang dibebankan kepadanya;

Peran adalah bagian dar tugas utama Yyang harus

dilaksanakan.

Lebih lanjut lagi, M. Rusli Karim memberikan batasan tentang peran

di antaranya sebagai berikut:

Peran adalah norma-norma yang dihubungkan dengan posisi
atau kedudukan seseoprang dalam masyarakat. Peran dalam
arti merupakan rangkaian peraturan yang membimbing

seseorang dalam kehidupan masyarakat.

5 gelo Sumarjono, Sistem Sosial indonesia, 1974, Rineka Cipta, Yogyakarta, hal. 261.
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b. Peran adalah suatu konsep perinal apa yang dapat dilakukan
oleh individu dalam kehidupan masyarakat sebagai organisasi.
c. Peran juga dapat diartikan sebagai perilaku penting bagi
struktur sosial ®
Melihat dari beberapa pengertian peranan di atas, maka dapat ditarik
kesimpulan mengenai pengertian peranan dalam hal ini peranan pemerintah
daerah dalam melaksanakan ftugas dan wewenang yang dibebankan
kepadanya yang sesuai dengan tanggung jawab organisasi tersebut, untuk

dapat melaksanakan sesuai dengan target dan tujuan yang telah ditetapkan.

Tinjauan tentang Pemerintah Daerah

Pemerintah adalah organ yang berwenang MEMproses pelayanan
publik dan berkewajiban memproses pelayanan civil bagi setiap orang melalui
hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang
bersangkutan menerimanya pada saat diperiukan, sesuai dengan tuntutan
yang (harapan) yang diperintah. Dalam hubungan itu, bahkan warga Negara
asing atau siapa saja yang pada suatu saat berada secara sah (legal) di
wilayah Indonesia, berhak menerima layanan civil (sipil) tertentu, dan

pemerintah wajib melayaninya.

* \Whanty Damayanti, Peranan Pemerintah Dolam Meningkatkan Kecerdason Anak Didik
Poda Lemboga Pendigikan Swasta D Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwuy Utara, 2006. Program
Studi limu Pemerintahan, Universitas Hasanuddin,
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posisi dan melakukan berbagai peran satu terhadap yang llé‘iﬂ-pbﬂik"hmbal»a

balik maupun searah, seimbang maupun tidak. Hal inilah yang membentuk

hubungan pemerintahan.

Berbagai konsep tentang pemerintah antara lain:

15

Pemerintah dalam arti sempit yaitu lembaga Negara yang
memegang kekuasaan eksekutif saja.

Pemerintah dalam arti luas adalah semua lembaga MNegara
yang oleh konstitusi Negara yang bersangkutan disebut sebagai
pemegang kekuasaan pemerintahan. Hal ini telah diatur dalam
UUD 1945 di mana dinyatakan bahwa Kekuasaan
pemerintahan meliputi fungsi legisiatif dan fungsi eksekutif.
Bahkan kepada presiden dilimpahkan “concentration of power
and responsibility (terpusat pada kekuasaan dan tanggung
jawab)".

Pemerintah dalam konsep pemerintah pusat, yaitu pengguna
kekuasaan MNegara pada tingkat pusat (tertinggi); pada
umumnya dihadapkan pada konsep pemerintah daerah.
Pemerintah dalam konsep pemerintah daerah. Berbeda
dengan pemerintah pusat yang dianggap mewakili Megara,

pemerintah daerah dianggap mewakili masyarakat, karena
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daerah adalah masyarakat hukum yang tertentu batas-

batasnya.

Pemerintah Daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh

pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan

dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Megara

Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1845 Dalam pelaksanaan

pemerintahan daerah terdapat 3 (tiga) asas yang menjadi landasan bagi

pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yaitu sebagai

berikut:

Penerapan Asas Desentralisasi

Makna dari asas desentralisasi dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

1)

2)

3)

4)

Desentralisasi sebagai penyerahan  kewenangan dan
kekuasaan,

Desentralisasi  sebagai  pelimpahan  kekuasaan dan
kewenangan,

Desentralisasi sebagai pembagian, penyebaran, pemencaran,
dan pemberrian kekuasaan dan kewenangan,

Desentralisasi sebagai sarana dalam pembagian dan

pembentukan daerah pemerintahan.
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Selain itu beberapa ahli mencoba memberikan pandangan mengenai

makna dari asas desentralisasi.

Pertama, pandangan pakar yang menganggap bahwa desentralisasi
merupakan penyerahan kekuasaan dan kewenangan. Pandangan ini sesuai
dengan Hazairin, Kartasapoetra, Koswara, Sekigman, dan Van Den Berg
yang menganggap bahwa desentralisasi merupakan penyerahan kekuasaan
dan kewenangan (urusan) pemerintah pusat kepada daerah. Sementara De
Ruiter berpandangan bahwa penyerahan kekuasaan atau wewenang ini
terjadi bukan pada pemerintah pusat, tetapi dari badan yang lebih tingai
kepada badan yang lebih rendah. Dalam arti ketatanegaraan, yang dimaksud
dengan desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan dari
pemerintah atau daerah fingkat atas kepada daerah menjadi urusan rumah

tangganya.”
Pamaknaan desentralisasi dibedakan dalam empat hal yakni:

1) Kewenangan untuk mengambil keputusan diserahkan dari
seorang pejabat adminsitrasi/pemerintah kepada yang lain;

2) Pejabat yang menyerahkan itu mempunyai lingkungan
pekerjaan yang lebih luas daripada pejabat yang diserahi

kewenangan tersebut;

T agussalim Andi Gadjong, Pemerintahan Daerafr, 2007, Ghalia Indonesia, Bogor, hal. 80.
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3) Pejabat yang menyerahkan kewenangan tidak dapat memberi
perintah kepada pejabat yang telah diserahi kewenangan itu,
mengenai pengambilan keputusan atau isi keputusan itu, serta;

4) Pejabat yang menyerahkan kewenangan itu tidak dapat
menjadikan keputusannya sendiri sebagai pengganti keputusan
yang telah diambil, tidak dapat secara bebas menurut pilihan
sendiri sebagal pengganti keputusan Yyang telah diserahi
kewenangan itu dengan orang lain, tidak dapat menyingkirkan

pejabat yang telah diserahi kewenangan itu dari tempatnya.

Kedua, pandangan pakar yang menganggap bahwa desentriisasi
merupakan pelimpahan kekuasaan dan kewenangan dapat dilihat dari
pandangan Logemann dan | itvack bahwa desentralisasi adalah sebagal
pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah, tetapi Litvack lebih jauh
memaknai pelimpahan karena juga bisa kepada sektor swasta. Sementara
Ateng menjadikan saran dekonsentrasi sebagai pelimpahan kewenangan

dalam rangka desentralisasi. °

Berbeda dengan G Shabbir Cheema, John R Nellis, dan Dennis A
Randinelli memandang bahwa pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah
itu berkisar pada perencanaan dan pengambilan keputusan. Menurut Gie

bahwa desentralisasi di bidang pemerintahan diartikan sebagai pelimpahan

® |bid. hal, B1.
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wewenang pemerintah pusat kepada satuan-satuan organisasi pemerintahan
untuk menyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari kelompok yang

mendiami suatu wilayah.®

Ketiga, pandangan pakar yangmenganggap bahwa desentralisasi
dalam system pemerintahan merupakan pembagian, penyebaran,
pemencaran, pemberian kekuasaan, dan kewenangan dapat dilihat dari
pandangan yang dikemukakan cleh Duchacek, Maryanov, dan Mawhood,
bahwa masalah desentralisasi berujung pada pembagian kekuasaan atau
kewenangan dalam suatu pemerintahan. Di sisi lain, Tresna berpandangan
bahwa desentralisasi diartikan sebagai pemberian kekuasaan mengatur diri
kepada daerah-daerah dalam lingkungannya guna mewujudkan asas

demokrasi di dalam pemerintahan Negara."

Keempat, pandangan pakar yang menganggap bahwa desentralisasi
merupakan sarana dalam pembagian dan pembentukan daerah dapat dilihat
dari pandangan Aldefer yaitu desentralisasi adalah pembentukan daerah
otonomi dengan kekuasaan-kekuasaan tertentu dan bidang-bidang kegiatan
tertentu yang diselenggarakan berdasarkan perimbangan, insiatif, dan

adminstrasi sendiri. Jadi, desentralisasi menyanghkut pembentukan daerah

? Ibid
¥ ibid hal. 83,
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otonom dengan dilengkapi kewenangan-kewenangan tertentu dan bidang-

bidang kegiatan tertentu."”

Dari beberapa pandangan pakar di atas dengan jelas menafsirkan
bahwa makna desentralisasi melahirkan sisi penyerahan kewenangan,
pembagian  kekuasaan, pendelegasian  kekuasaan, pendelegasian
kewenangan, dan pembagian daerah dalam struktur pemerintahan di Negara
kesatuan. Penyerahan, pendelegasian, dan pembagian kewenangan dengan
sendirinya menciptakan kewenangan pada pemerintah daerah dalam
pelaksanaan pemerintahan di daerah, yang didahului pembagian derah

pemerintahan dalam bingkai daerah otonom.

Penerapan Asas Dekonsentrasi

Pendelegasian wewenang pada dekonsentrasi hanya bersifat
menjalankan atau melaksanakan peraturan-peraturan dan keputusan-
keputusan pusat lainnya yang tidak berbentuk peraturan, yang tidak dapat
berprakarsa menciptakan peraturan dan atau membuat keputusan bentuk
lainnya untuk kemudian dilaksanakannya sendiri pula. Pendelegasian dalam
dekonsentrasi berlangsung antara petugas perorangan pusat kepada petugas

perorangan pusat di pemerintahan daerah.

12 ihid hal. 84.
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Pada hakikatnya, alat-alat pemerintah pusat ini melakukan
pemerintahan sentral di daerah-daerah. Penyerahan kekuasaan pemerintah
pusat kepada alatnya di daerah karena meningkatnya kemajuan masyarakat
di daersh-daerah, Sementara, Bayu mengartikan dekonsentrasi sebagai
desentralisasi jabatan (ambteljke decentralisative), bahwa pemencaran
kekuasaan dari atasan kepada bawahan sehubungan dengan kepegawaian

atau jabatan (ambt} dengan maksud untuk meningkatkan kelancaran kerja.'?

Dekonsentrasi merupakan salah  satu jenis  desentralisasi,
dekonsentrasi sudah pasti desentralisasi, tetapi desentralisasi tidak selalu
berarti dekonsentrasi. Stroink berpendapat bahwa dekonsentrasi merupakan
perintah kepada pejabat pemerintah atau dinas-dinas yang bekerja dalam
hierarki dengan suatu badan pemerintah untuk mengindahkan tugas-tugas
tertentu dibarengi dengan pemberian hak mengatur dan memutuskan
beberapa hal tertentu dengan tanggung jawab terakhir tetap berada pada

badan pemerintah sendiri.’

Pemaknaan asas dekonsentrasi berdasarkan dengan undang-
undang pemerintahan daerah yang pernan berlaku dan berlaku positif sampai
sekarang ini, antara fain UU No. 1/1 g45 UU No. 22/1948, UU No. 111957,

Penpres Rl No. 6/1859, dan UU No 1871965 tidak menegaskan secara jelas

1 hid_ hal. 90.
17 i.h'lid
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dan eksplisit dalam batang tubuhnya, sedangkan UU No. 5/1974, UU No.
99/1889, dan UU No 32/2004 menegaskan secara jelas bajwa dekonsentrasi
sebagai pelimpahan wewenang pemerintahan. Jadi, dimensi mana yang
tercipta adalah adanya pelimpahan kewenangan yang secara fungsional dari

pejabat atasan (dari pemerintah pusat kepada pejabat di daerah).
Penerapan Asas Tugas Pembantuan ( Medebewind)

Asas tugas pembantuan ini bersifat "membantu” dan tidak dalam
konteks hubungan “atasan-bawahan’, tetapi dalam penyelenggaraan
pemerintahan di daerah tidak mempunyai hak untuk menolak. Hubungan ini
timbul ocleh atau berdasarkan ketentuan hukum atau perundang-undangan.
Pada dasarnya, tugas pembantuan adalah tugas melaksanakan peraturan
perundang-undang tingkat lebih tinggi. Daerah terikat melaksanakan
peraturan perundang-undangan, termasuk yang diperintahkan atau diminta
dalam rangka tugas pembantuan. Pada UU Mo. 32 tahun 2004 menegaskan
dalam Bab |. Pasal 1 butir 9 bahwa tugas pembantuan adalah penugasan
dari pemerintah kepada daerah dan atau Desa dari pemerintah Provinsi
kepada Kabupaten/Kota dan atau Desa serta dari pemerintah

Kabupaten/Kota kepada Desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

27



Tugas pembantuan dapat dijadikan sebagai terminal menuju

“penyerahan penuh” suatu urusan kepada daerah atau tugas pembantuan

merupakan tahap awal sebagai persiapan menuju kepada penyerahan

penuh. Kaitan tugas antara tugas pembantuan dengan desentralisasi dalam

melihat hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah, bertolak dari:

1)

3)

Tugas pembantuan adalah bagian dari desentralisasi. Jadi
pertanggungjawaban mengenai  penyelenggaraan  tugas
pembantuan  adalah  tanggung jawab daerah  yang
barsangkutan;

Tidak ada perbedaan pokok antara otonomi dan tugas
pembantuan karena dalam tugas pembantuan terkandung
unsure otonomi, daerah punya cara-cara sendiri melaksanakan
tugas pembantuan; seria

Tugas pembantuan sama halnya dengan otonomi, yang
mengandung unsur penyerahan bukan penugasan. Yang dapat
dibedakan secara mendasar bahwa kalau otonomi adalah
penyerahan penuh, maka tugas pembantuan  adalah

penyerahan tidak penuh.

Peranan pemerintah daerah berarti kedudukan pemerintah daerah

dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang sesuai dengan prinsip-prinsip

good governance. Selanjutnya peran pemerintah daerah adalah segala
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2.3

sesuaty yang dilakukan dalam bentuk cara tindak baik dalam rangka
melaksanakan otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang, dan kewajiban
pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesual dengan
peraturan  perundang-undangan. Dalam melaksanakan semua hak,
wewenang dan kewajibannya tentunya harus sesuai dengan peranannya
yakni berdasarkan kedudukannya sehingga tidak terjadi tumpang tidak di
dalam ranah pemerintahan. Sebagai daerah otonom, selanjutnya disebut
daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas
wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan
kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan

aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Tinjauan tentang Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan menurut asal katanya empowering dari bahasa
Inggris empower yang artinya "menugaskan atau memberi wewenang”.
Konsep pemberdayaan dalam wacana pembangunan masyarakat selaiu
dihubungkan dengan konsep mandiri, partisipasi jaringan kerja, dan keadilan
dan diletakkan pada kekuatan tingkat individu dan sosial. Menurut Mc Ardle
(1988) yang mengartikan pemberdayaan sebagai proses pengambilan

keputusan oleh orang-orang yang secara konsekuen melaksanakan

29



keputusan tersebut. Orang-orang yang telah mencapai tujuan kolektf
diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan merupakan “keharusan” untuk
lebih diberdayakan melalui usaha mereka sendiri dan akumulasi
pengetahuan, keterampilan serta sumber lainnya dalam rangka mencapai
tujuan.'

Selanjutnya Shardlow (1998:32) melihat bahwa berbagai pengertian
yang ada mengenai pemberdayaan, pada intinya membahas bagaimana
individu, kelompok ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan
mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai
dengan keinginan mereka.'®

Kata pemberdayaan (empowernment) mengesankan arti adanya
sikap mental yang tangguh. Proses pemberdayaan mengandung dua
kecenderungan yaitu:

1  Kecenderungan primer, proses pembeardayaan  yang
menekankan pada proses memberikan atau mengalinkan
sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada
masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya (survival of the

fittes). Proses ini dapat dilengkapi dengan upaya membangun

W eadarmayanti, Good Governance (Kepemerintahan Yang Baikl) Bagian Kedua:
Membangun Sistem Monajemen Kinerjo Guno Meningkatkon Produktivitas Menuju Good Governdanog
{Kepemerintohan Yang Baik), 2004, Mandar Maju, Bandung, hal. 117.

¥ 1 cpandi Rukmianto Adi, 2008, Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat sebagai
Upaya Pemberdayaan Masyarakat, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hal. 78.
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gset material guna mendukung pembangunan kemandirian
melalui organisasi;

3 Kecenderungan sekunder, ~menekankan pada proses
menstimulasi, mendorong, atau memotivasi agar individu
mempunyai kemampuan/keberdayaan untuk menentukan yang
menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog.

Secara konsepiual, pemberdayaan masyarakat adaiah upaya untuk
meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi
sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan
keterbelakangan, Dengan kata lain memberdayakan adalah memampukan
dan memandirikan masyarakat,

Menurut Sumodingrat  (1987) yang memberikan pengertian
pemberdayaan masyarakat menyangkut dua kelompok yang saling terkait,
yaitu masyarakat yang belum berkembang sebagai pihak yang harus
diberdayakan, dan pihak yang menaruh kepedulian sebagai pihak yang
memberdayakan.'®

Selanjutnya Moebyarto (1985) menjelaskan bahwa, pemberdayaan
masyarakat mengacu kepada kemampuan masyarakat untuk mendapatkan
dan memanfaatkan akses dan kontrol atas sumber hidup yang penting.
Proses pemberdayaan merupakan wujud perubahan sosial yang menyangkut

relasi antara lapisan sosial, sehingga kemampuan individu “senasib” untuk

% p di Fahruddin, op.cit., hal 47
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saling berkumpul dalam suatu kelompok cenderung dinilai sebagai bentuk
pemberdayaan yang paling efektif.'”

Pemberdayaan masyarakat mengandung arti mengembangkan
kondisi dan situasi sedemikian rupa sehingga masyarakat memiliki daya dan
kesempatan untuk mengembangkan kehidupannya. Sebaiknya masyarakat
harus terlibat dalam proses tersebut sehingga mereka dapat lebih
memperhatikan hidupnya untuk memperoleh rasa percaya diri, memiliki harga
diri dan pengetahuan untuk mengembangkan keahlian baru. Prosesnysa
dilakukan secara kumulatif sehingga semakin banyak keterampilan yang
dimiliki seseorang, semakin baik kemampuan berpartisipasinya.

Pemerintah sebagai ‘agen perubahan’ dapat menerapkan kebijakan
pemberdayaan masyarakat dengan tiga aran tujuan, yaitu enabling,
empowering, dan protecting. Enabling maksudnya menciptakan suasana atau
iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk  berkembang.
Sedangkan empowering, bertujuan untuk memperkuat potensi atau daya
yang dimiliki oleh rakyat dengan menerapkan langkah-langkah nyata, yakni
dengan menampung berbagai masukan dan menyediakan prasarana dan
sarana yang diperiukan. Protecting, artinga melindungi dan membela

kepentingan masyarakat lemah.

Y Ibid. hal 49.
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Untuk meningkatkan partisipasi rakyat dalam proses pengambilan
keputusan yang menyangkut diri dan masyarakatnya merupakan unsur yang
penting. Dengan sudut pandang demikian, maka pemberdayaan masyarakat
amat erat kaitannya dengan pemantapan, pembudayaan dan pengamalan
demokrasi. Friedmann (1994:76) mengemukalkan;

"Pandekatan pemberdayaan pada intinya memberikan tekanan
pada otonomi pengambilan keputusan dari suatu kelompok
masyarakat yang berlandaskan pada sumber daya pribadi,
langsung (melalui partisipasi) demokratis dan pembelajaran sosial
melalui pengalaman langsung”."®

Selanjutnya Friedmann dalam hal ini  menegaskan bahwa
pemberdayaan masyarakat tidak hanya sebatas ekonomi saja tetapi juga
secara politis sehingga pada akhimya masyarakat akan memiliki posisi tawar-
menawar (bergaining position) balk secara nasional maupun internasional,
Sebagai titik fokus dari pemberdayaan ini adalah aspek lokalitas, sebab civil
society akan merasa lebih siap diberdayakan lewat isu-isu lokal. Friedmann
mengingatkan bahwa adalah sangat tidak realistis apabila kekuatan-kekuatan
ekonomi dan struktur-struktur di fuar civif sociefy diabaikan. Sedangkan

proses pemberdayaan bisa dilakukan melalui individu maupun kelompok,

namun pemberdayaan melalul kelompok mempunyai keunggulan yang lebih

¥ pembangunan pemberdayaan: enabling, empowenng and protecting, 28 September 2011,
{Hitp e, pemberdayaan, com).
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manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan

zaman yang selalu berubah. Dengan visi pendidikan tersebut, pendidikan

nasional mempunyai misi sebagai berikut:

1.

Mengupayakan perluasan dan pemeratan kesempatan
memperoleh pendidikan yang bermuiu bagi seluruh rakyat
Indonesia;

Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak
bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam
rangka mewujudkan masyarakat belajar,

Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses
pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian
yang bermoral,

Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga
pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan,
keterampilan, pengalaman, sikap dan nilai berdasarkan standar
nasional dan global;

Memberdayakan paran serta masyarakat dalam
penyelenggaraan  pendidikan berdasarkan prinsip otonomi

dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam menyelenggarakan sistem pendidikan  terdapat jenjang

pendidikan yang dilalui ocleh peserta didik. Jenjang pendidikan adalah

tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan
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peserta didik. Tujuan yang akan dicapai dan kemampuan yang
dikembangkan. Jenjang pendidikan sekolah terdirl dari pendidikan dasar,
pendidikan menengah dan pendidikan tinggi. Di samping jenjang pendidikan
tiu dapat didalam pendidikan prasekolah yang tidek merupakan prasyarat
untuk memasuki pendidikan dasar.

a. Pendidikan Dasar

Pendidikan dasar adalah pendidikan yang memberikan
pengetahuan dan keterampilan, menambahkan sikap dasar yang diperlukan
dalam masyarakat, serta dipersiapkan peserta didik untuk mengikuti
pendidikan menengah. Pendidikan dasar pada prinsipnya merupakan
pendidikan memberikan bekal dasar bagi perkembangan kehidupan, baik
untuk pribadi maupun untuk masyarakat. Karena itu, bagi setiap warga

Negara harus disediakan kesempatan untuk memperoleh pendidikan dasar.
Gambar 1
sD SLTP
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b. Pendidikan Menengah

Pendidikan menengah adalah pendidikan yang mempersiapkan
peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan
mengadakan hubungan timbal balik, dengan lingkungan sosial budaya dan
alam sekitar, serta dapat mengembangkan kemampuan lebih lanjut dalam
dunia kerja atau dunia pendidikan tinggi. Pendidikan menengah terdiri dan

pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan.
c. Pendidikan Tinggi

Pendidikan tinggi adalah pendidikan yang mempersiapkan
peserta didik untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki tingkat
kemampuan tinggi yang bersifat akademik dan professional sehingga dapat
menciptakan, mengembangkan dan atau menciptakan ilmu pengetahuan,
teknologi dan seni dalam rangka pembangunan nasional dan meningkatkan

kesejahteraan manusia.
Tinjauan tentang Anak Putus Sekolah

Anak putus sekolah adalah keadaan dimana anak mengalami
keterlantaran karena sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan
perhatian yang layak fterhadap Pproses tumbuh kembang anak tanpa

memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak.



Undang-undang nomor 4 tahun 1979, anak terlantar diartikan sebagai
anak yang orang tuanya karena suatu sebab, tidak mampu mamenuhi
kebutuhan anak sehingga anak menjadi terlantar.

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 bahwa anak
terlantar yakni anak yang kebutuhannya tidak terpenuhi secara wajar, baik
kebutuhan fisik, mental, spiritual maupun sosial.

Menurut Departemen Pendidikan di Amerika Serikal (MC Millen
Kaufman, dan Whitener, 1996) mendefinisikan bahwa anak putus sekolah
adalah murid yang lidak dapat menyelesaikan program belajarnya sebelum
waktunya selesai atau mund yang tidak tamat menyelesaikan program
belajarnya.”

Anak putus sekolah terjadi karena kurangnya pemahaman dan
pengetahuan masyarakat mengenai fungsi sekolah. Adapun fungsi dari

sekolah menurut Prof. Dr. S. Nasution, M.A antara lain:
A Sekolah Mempersiapkan Anak Untuk Suatu Pekerjaan

Anak yang telah menamatkan sekolah diharapkan sanggup
melakukan pekerjaan sebagai mata pencaharian atau setidaknya mempunyai
dasar untuk mencar nafkahnya. Makin tinggi pendidikan, makin besar

harapannya memperoléh pekerjaan yang baik. ljazah masih tetap dijadikan

 byysat Makalah idriszAnak putus Sekolah, 10 Desember 2011, (http:/www. Definisi Anak
Putus Sekolah.com).
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syarat penting untuk suatu jabatan, walaupun jmzah itu sendiri belum
menjamin kesiapan seseorang untuk melakukan pekeraan tertentu. Akan
tetapi dengan ijazah yang tinggi seorang dapat memahami dan menguasai
pekerjaan kepemimpinan atau tugas lain yang sipercayakan kepadanya.
Memiliki fjazah perguruan tinggi merupakan bukti akan kesanggupan
intelektualnya untuk menyelesaikan studinya yang tidak mungkin dicapai oleh
orang yang rendah kemampuannya. Sekolah yang ditempuh seseorang

banyak menentukan pekerjaan yang dilakakuan oleh seseorang.
B Sekolah Memberikan Keterampilan Dasar

Orang yang telah bersekolan setidak-tidakya pandai membaca,
menulis, dan berhitung yang diperlukan dalam tiap masyarakat modern
seperti saat ini. Selain itu diperoleh sejumiah pengetahuan lain seperfi
sejarah, geografi, kesehatan, kewarganegaraan, fisika, biolog, hahasa, dan
lain-lain yang membekali anak untuk melanjutkan pelajarannya, atau
memperluas pandangan dan pemahamannya tentang masalah-masalah

dunia dan perkembangan zaman.
C. Sekolah Membuka Kesempatan Memperbaiki Nasib

Sekolah sering dipandang sebagal jalan bagi mobilitas sosial. Melalui
pendidikan crang dari golongan rendah dapat meningkat ke golongan yang

lebih tinggi. Orang tua mengharapkan agar anak-anak mereka mempunyai
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nasib yang lebih baik dari mereka, Sehingga orang tua yang mempunyai
kasadaran tentang pentingnya sekolah akan menyekolahkan anak mereka
hingga perguruan tinggi dan mencapai citacita anak mereka, Karena gelar
akademis sangat membantu untuk menduduki tempat terhormat dalam dunia
pekerjaan. Mereka yang telah menduduki tempat yang tinggi memandang
pendidikan tinggi sebagai syarat mutlak untuk mempertahankan status

sosiainya.
0. Sekolah Menyediakan Tenaga Pembangunan

Bagi daerah Yyang mempunyai kekayaan alam yang sangat
mendukung tentunya mem butuhkan tenaga ahli dalam mengelolah kekayaan
alam tersebut. Maka dari itu pendidikan dipandang sebagai alat yang paling
ampuh untuk menyiapkan tenaga yang terampil dan ahli dalam sektor
pembangunan. Jadi, wajar saja apabila manusia dianggap sumber utama

bagi setiap pembangunan.

E. Sekolah Membantu Memecahkan Masalah-Masalah Sosial

Masalah-masalah sosial diharapkan dapat diatasi dengan mendidik
generasi muda untuk mengelakkan atau mencegah penyakit-penyakit sosial
seperti kejahatan, pertumbuhan penduduk yang melewati batas, perusakan

lingkungan, kecelakaan lalu lintas, narkotika dan sebagainya.
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F. Sekolah Membentuk Manusia Yang Sosial

Pendidikan diharapkan membentuk manusia sosial, yang dapat
bergaul dengan sesama manusia sekalipun berbeda agama, suku-bangsa,
pendirian, dan sebagainya. ia juga harus dapat menyesuaikan diri dalam

situasi sosial yang berbeda-beda.

Kalau diselidiki tentu akan ditemukan bermacam-macam alasan lain
mengapa orang tua menyekolahkan anaknya, misalnya menyekolahkan anak
gadisnya sampai ada yang meminangnya, atau menyerahkan anaknya

kedalam pengawasan guru karena lebih sulit mengurusnya sendiri di rumah,

dan sebagainya.
G. Sekolah Merupakan Alat Mentransformasi Kebudayaan

Sekolah, terutama perguruan tinggi diharapkan menambah

pengetahuan dengan mengadakan penemuan-penemuan baru yang dapat
membawa perubahan dalam masyarakat. Perkembangan iimu pengetahuan

dan teknologi telah membawa perubahan yang besar di dunia ini,



H. Fungsi-fungsi Sekolah Lainnya

Sekolah dapat pula dipandang sebagai tempat menitipkan anak,
khususnya anak-anak pra-sekolah. Juga perguruan tinggi dapat dipandang
sebagai tempat penitipan pemuda di mana mereka lebih baik diawasi
daripada di luar sekolah, sambil menunggu waktunya mereka mendapat
pekerjaan. Bagi mahasiswa sekolah 1-.1-;3' merupakan kesempatan untuk

mendapatkan jodoh ¥

¥ ¢ nasution, Sosiologi Pendidiken, 2010, FT Bumi Aksara, Jakarta, hal 14.
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BAB Il
Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Gambaran Umum Kecamatan Lembang
3.1.1 Kondisi Geografis
Kecamatan Lembang adalah salah satu Kecamatan yang ada di

Kabupaten Pinrang dan memiliki 12 Desa dan 2 Kelurahan yang tersebar. Di

| lihat dari keadaan alamnya, Kecamatan Lembang terdiri dan daerah

- pegunungan, daratan rendah dan pesisir pantai. Batas-batas Kecamatan

Lembang adalah sebagai berikut :
¥  Sebelah Utara - Kabupaten Tana Toraja;
¥  Sebelah Selatan - Kecamatan Duampanua dan
Kecamatan Batu Lappa,
»  Sebelah Timur - Kabupaten Enrekang;
¥  Sebelah Barat - Salat Makassar dan Provinsi

Sulawesi Barat.

Jarak Kecamatan Lembang dari ibukota Kabupaten Pinrang adalah £
37 km, dan terletak £ 220 km dari kota Makassar ibukota Provinsi Sulawesi
selatan. Luas wilayah Kecamaan Lembang 733,09 km? yang terbagi 12 Desa

dan 2 Kelurahan.
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Pembagian wilayah menurut desa di Kecamatan Lembang dapat di

linat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1

Luas Kelurahan/Desa di Kecamatan Lembang Tahun 2010

JARAK(Km)

No Kelurahan/Desa (Luas) km® | Dari Ibukota | Dari Ibukota

Kecamatan | Kabupaten
1. | Tadokkong 38,70 1 37
2. | Betteng 57,76 5 41
3. | Binanga Karaeng 24 12 4 42
4. | Rajang 45,07 13 42
5. | Letta 17,12 42 67
6. | Ulu Saddang 130,84 21 B4
7. | Suppirang 13,59 60 96
8. | Basseang 103,31 54 a1
9. | Kariango 21,89 43 79
10. | Benteng Paremba 40,00 14 48
11. | Pakeng 41,57 9 41
12. | Lembang Mesakada 135,00 34 71
13. | Sali Sali 53,00 24 61
14. | Sabbangparu 11,32 6 a8

Total 733,09

Sumber . Profil Kecamatan Lembang

=
Dralam Angka Tahun 2010

Dari tabel di atas luas wilayah menurut desa di Kecamatan Lembang

sangatlah beragam. Desa Lembang Mesakada merupakan desa yang

terluas dari desa yang lain yang ada di

Kecamatan Lembang yaitu dengan

luas wilayah 135,00 kmZ sementara Desa Sabbang Paru adalah desa yang
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paling kecil dengan luas wilyahnya di Kecamatan Lembang yaitu dengan luas
wilayah 11,32 km® Kecamatan Lembang di pengaruhi oleh 2 musim pada
satu periode yang sama yaitu musim hujan dan musim kemarau, serta di
pengaruhi oleh musim sekior barat dan lebih dikenal dengan sektor peralinan.
Di mana puncak hujan hujan jatuh pada bulan April dan Okftober.
Berdasarkan data curah hujan termasuk tipe iklim A dan B (daerah basah)
suhu rata-rata normal 270° C dengan kelembaban udara kurang lebih 80%

sampai 85%.

Jenis tanah di Kecamatan Lembang terdiri dari beberapa jenis tanah,
diantaranya tanah alluvial gromosal, regesal brown forest dan podsolik. Jenis
tanah yang menempati ruang terbesar di Kecamatan Lembang menyusul

tanah regosol dan tanah gromosol.
34,2 Keadaan Penduduk

Kecamatan Lembang yang mempunyai luas wilayah 733,09 km?,
mempunyai jumlah penduduk 38.761 jiwa dan jumlah kepala keluarga 8.274
kepala keluarga yang tersebar pada 14 Kelurahan/ Desa. Desa yang terluas
adalah Desa Lembang Mesakada dengan luas wilayah 135,00 km’,
sedangkan desa yang paling kecil wilayahnya adalah Desa Sabbang Paru.
Sementara desa yang paling padat penduduknya adalah Desa Sabbang Paru

dengan jumiah penduduk 533 jwal11,32 km?, sedangkan yang paling jarang
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penduduknya adalah Desa Basseng dengan jumiah penduduk 266

jiwal103,31 km?,

Pembagian penduduk menurut desa, jenis kelamin dan banyaknya

kepala keluarga di Kecamatan Lembang dapat di lihat pada tabel berikut :
Tabel 3.2

Pembagian Penduduk Menurut Kelurahan/Desa, Jenis Kelamin, dan Kepala

Keluarga di Kecamatan Lembang Tahun 2010

No Keluraha/Desa Laki-laki | Perempuan | Jumlah KK
1. | Tadokkong 2363 2603 4966 1060
2. | Betteng 1343 1335 2678 543
3. | Binanga Karaeng 2118 2382 4501 940
4. | Rajang 2010 2084 4094 864
5. | Letta 427 429 856 190
6. | Ul Saddang 1712 1702 3414 787
7. | Suppirang 1046 958 2004 479
B. | Basseang 743 675 1418 266
9. | Kanango 579 679 1264 292
10. | Benteng Paremba 1385 1362 2747 558

11. | Pakeng 1148 1268 2416 502
12. | Lembang Mesakada 2115 2052 4167 907
13. | Sali Sali 844 845 1689 353
14, | Sabbangparu 1231 1326 2657 533

Total 19085 19696 38761 B274

Sumber : Profil Kecamatan Lembang Dalam Angka Tahun 2010
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Untuk mendukung tercapainya kesejahteraan keluarga, harus
didukung oleh mata pencaharian keluarga yang baik dan tangguh, dalam
artian bahwa penghasilan keluarga dapat menjamin kesejahteraan keluarga
itu sendiri. Mata pencaharian masyarakat Kecamatan Lembang sebagian
besar adalah bertani, berkebun, nelayan, pedagang, wiraswasta, PNS, polisi,
ABRI dan laindain. Namun sebagian besar para PNS yang ada juga
melakukan pekerjaan sampingan yaitu bertani dan berkebun. Hal ini
disebabkan mereka mempunyai lahan untuk bertani dan kebun untuk mereka

kelolah,

3.1, 3 Kondisi Sosial dan Budaya

Kehidupan masyarakat Kecamatan Lembang ini didasarkan pada
prinsip rasa persaudaraan tinggi yang ditandai dengan ikatan kekeluargaan
yang erat dan persatuan yang kuat. Masyarakatnya memiliki unsur gotong
royong yang masih terjaga hingga saat ini. Hal ini dapat dimengerti karena
penduduknya saling mengenal betul satu sama lain seolah-olah mereka
mengenal dirinya sendiri. Walaupun terdapat perbedaan dari segi agama,
ekonomi dan pendidikan. Penduduk di Kecamatan Lembang mayocritas
memeluk agama islam dengan jumlah sebanyak 32.291 jiwa, agama katolik
sekitar 4.544 jiwa, protestan sekitar 1.688 jiwa, dan lainnya 238 jiwa. Untuk

lebih rinci dapat di lihat pada tabel 3.3 sebagai berikut:
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Tabel 3.3

Banyaknya Penduduk Menurut Agama Tiap Kelurahan/Desa di Kecamatan

Lembang Tahun 2010
Agama
a -
No | Kelurahan/Desa | o0 | Katolik | Protestan E':‘j;: Lainpya | 40
1. | Tadokkong 4913 29 28 - - 4970
2. Betteng 2678 - . - - 2678
3. Binanga Karaeng 4447 54 . . e AS01
4, Rajang 4094 - - - - 4094
5. Letta 853 - - - - 853
| 6. Ulu Saddang 3402 12 - - - 3414
T Suppirang 238 1608 157 - - 2004
| 8. Basseang 1418 - - - - 1418
9. Kariango 1253 - - - - 1253
10. | Bentang Paremba 2520 227 - - - 2747
11. | Pakeng 2418 . . - 4 2416
12. | Lembang Mesakada 718 2395 816 - 238 4167
13. | Sali Sali 800 202 687 - - 1689
14. | Sabbangparu 2540 17 - - - 2557
32291 4544 1688 - | 238 38761

S bar  Frofi Kecamatan Lembang Dalam Angka Tahun 2010

11. 4 Kondisi Pendidikan

Salah satu faktor yang paling utama dalam meningkatkan kualitas
sumber daya manusia adalah dalam melalui sektor pendidikan, yaitu
peningkatan mutu masyarakat dalam membanty dan menguasai
pengetahuan dan teknologi. Hal tersebut diupayakan melalui peningkatan
mutu pendidikan ity sendiri dan membuka seluas-luasnya kesempatan bagi
peserta didik di setiap jenjang pendidikan. Serla bagaimana meningkatkan
kesadaran masyarakat untuk melanjutkan sekolah hingga perguruan tinggi.
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Tersedianya sarana dan prasarana pendidikan formal yang mulai dﬁr's
tingkat Taman Kanak-kanak sampai tingkat perguruan tinggi masin dalam
kondisi memprihatinkan, karena sarana dan prasarana pendidikan untuk
semua jenjang pendidikan baru beberapa saja yang memadai. Ditambah
dengan akses menuju tempat sekolah juga cukup jauh dan memiliki
hambatan.

Adapaun jumiah sarana pendidikan yang ada di Kecamatan Lembang

adalah sebagai berikut:
Tabel 3.4

Jumlah Sarana dan Prasarana Sekolah yang Ada di Kecamatan Lembang

Tahun 2010
No | Tingkat Pendidikan Negeri Swasta | Jumlah
1. | TK 9 - 9
2. |SD A4 4 48
3. | SMP B 1 (5]
4. | SMA 1 - 1
5. | Perguruan Tinggi - = -
Total 59 5 64

Berdasarkan data dari tabel 3.4
di Kecamatan Lembang, hal tersebut dapat dikatakan bahwa jumiah sekolah

tersebut dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di bidang pendidikan di

Kecamatan Lembang.

Sumber: Dinas Pandiagikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pinrang

malka, dari jumiah sekolah yang ada
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Sedangkan jumlah siswa berdasarkan tingkatan pendidikan yang ada

di Kecamatan Lembang dapat kita lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.5

Jumlah Siswa/Peserta Didik di Kecamatan Lembang Tahun 2010

No| Tingkat Pendidikan Negeri Swasta Jumlah
1. | TK 340 - 340
2. | 8D 8862 404 7366
3. | SMP 1535 Fi 1610
4. | SMA 660 - 660
5. | Perguruan Tinggi - ” -

Tatal 2497 479 9976

Sumber- Dinas Pendidikan, Pemuda dan Clahrags Kabupaten Pinrang

Dari data di atas dapat dilihat bahwa jumlah peserta didik pada

lembaga pendidikan di tingkat SD cukup maksimal, namun di tingkat SMP

dan SMA jumiah dari peserta didik semakin berkurang hal ini menjadi bukti

bahwa tingkat kesadaran

sekolah sampai pada tingkat pendidikan perguruan tinggi.

masyarakat masih kurang dalam melanjutkan
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3.2 Gambaran Umum Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten

Pinrang

321. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Pinrang

Berdasarkan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 11 tahun 2008 tentang
Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 19 tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah Kabupaten
Pinrang pada Bab IV (empat) Bagian Pertama Pasal 5 menyatakan bahwa:
Dinas Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas melaksanakan sebagian
urusan Pemerintah Daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas
pembantuan di bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga yang menjadi

tanggung jawabnya dan kewenangan lain yang diserahkan oleh Bupati
kepadanya.

Selanjutnya  pada Pasal 6 dijelaskan bahwa Untulk

menyelenggarakan ugas pokok sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dinas

pendidikan, pemuda dan olahraga mempunyai fungsi :

Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan, Pemuda dan

Olahraga berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang

berlakuy;




Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di
bidang Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup
tugas dan kewenangannya;
d. Pengelolaan  admisirasi umum meliputi ketatalaksanaan,
keuangan, kepegawaian, dan perlengkapan,
e. Pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
f. Pelaksanaan tugas lain yang di berikan Bupati sesuai dengan
tugas dan fungsinya.
322 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Pinrang

Berdasarkan Peraturan Bupati Pinrang Nomor 11 tahun 2008
tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Pinrang Nomor 18 tahun
9008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Pemerintah
Kabupaten Pinrang pada Bagian Kedua, Pasal 7 menjelaskan tentang

Susunan dan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga

sebagai berikut:

(1) Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga terdiri dari :

a. Kepala Dinas
b. Sekretariat

1.  Sub Bagian Perancanaan |




2. Sub Bagian Keuangan

3.  Sub Bagian Umum

Bidang Kurikulum

1. Seksi Kurikulum Dasar

2. Seksi Kurikulum Menengah

3. Seksi Peningakatan mutu

Bidang Pendidikan Dasar

1. Seksi Manajemen Pendidikan

2 Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
3, Seksi Sarana dan Prasarana

Bidang Pendidikan Menengah

1.  Seksi Manajemen Pendidikan

2 Seksi Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
3. Seksi Sarana dan Prasarana

Bidang Pendidikan Luar Sekolah

1.  Seksi Pendidikan Anak Usia Dini

2 Seksi Pendidikan Keaksaraan, Kesetaraan dan Agama
9. Seksi Pendidikan Masyarakat dan Kelembagaan
Bidang Pemuda dan Olahraga

1. Seksi Pembinaan Kepemudaan

5 Seksi Pembinaan Qlahraga

3 Seksi Pembinaan Kesiswaan dan Seni
B0



h.

Unit Pelaksanaan Teknis (UPT)

Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olanhraga

sebagaimana tercantumn dalam lampiran dan merupakan bagian yang

tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini,

3.23. Program Pendidikan Tahun 2009-2014 di Kabupaten Pinrang

Pembangunan pendidikan di Kabupaten Pinrang

1.

2.

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDY);

Waijib belajar 9 tahun pada jenjang sekolah dasar dan jenjang
sekolah menengah pertama,

Pendidikan menengah;

Pendidikan non formal;

Peningkatan mutu pendidik dan kependidikan;

Manajemen layanan pendidikan.
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4.1.

BAB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada Bab ini diuraikan hasil penelitian yang didapatkan penulis
selama melakukan penelitian di Kabupaten Pinrang Kecamatan Lembang
serta Dinas/instansi yang terkait beserta pembahasannya. Bab ini
menguraikan tentang Analisis Peranan Pemerintah Daerah dalam
Pemberdayaan Masyarakat, kaitannya dengan pengentasan anak putus
sekolah. Berdasarkan 5 kasus anak putus sekolah yang ditemukan penulis di

Kecamatan Lembang.

Kondisi Obyektif (Gambaran Umum) Studi Anak Putus Sekolah di

Kecamatan Lembang

Kondisi anak putus sekolah yang terfjadi di Kecamatan Lembang
cukup memprihatinkan bagi setiap orang terutama bagi pemerintah daerah
dan pengamat pendidikan. Menurut Sekretaris Camat Lembang Abd Patnan

Sittara SE, bahwa:

“Untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera tentunya harus
memenuhi prasyarat yaitu gumber Daya Manusia (SDM) yang mapan dan
berkualitas di bidang pengetahuan, keterampilan dan teknologi”. (wawancara
pukul 09.15, 12 Dasember 2011)
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Pendidikan formal membutuhkan proses belajar mengajar di bangku

sekolah dan beberapa jenjang atau tingkat pendidikan mulai dari tingkat SD

(Sekolah Dasar), SMP (Sekolah Menengah Pertama), SMA (Sekolah

Menengah Atas) dan Perguruan Tinggi. Namun dalam proses pendidikan

secara formal belum dapat terealisasikan secara maksimal disebabkan

karena angka putus sekolah di Kecamatan Lembang mencapai angka 873

anak, dimana penyebab dari putus sekolah ini tentunya sangat beragam

sesuai dengan kondisi kehidupan yang dialami oleh anak-anak yang putus

sekolah. Berikut ini data perbandingan anak putus dan atau tidak sekolah

dengan anak sekolah yang ada di Kecamatan Lembang:

Tabel 4.1

Perbandingan Anak Sekolah dan Anak Putus dan Atau Tidak Sekolah di

Kecamatan Lembang

63

Tahun 2010
'N Jumiah Persentase (%)
Tingkat \ Anak Putus dan A Anak Putus dan &
© | pendidikan | US@ (T3 | Atau Tidak sel‘;‘;‘:";h Atau Tidak SEE;';h
- Sakolah Sekolah

1 |8D 8-11/7-12 166 7.366 2,2 a7.8
2 | SMP 11-14 1 12-15 372 1.810 18,8 81,2
HET 1417 15-18 441 660 40,1 599

Jumiah 979 9.976 82 90.8

Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pinrang




Berdasarkan tabel 4.1 angka anak putus sekolah dan atau tidak

sekolah terjadi pada tingkatan SMA (Sekolah Menengah Atas) dengan

persentase sebesar 40,1 % sedangkan anak sekolah sebesar 59,9 %.

Kemudian pada tingkat SMP (Sekolah Menengah Pertama) anak putus dan

atau tidak sekolah sebesar 18,8 % dan anak sekolah sebesar 81,2 %. Dan

anak putus dan atau tidak sekolah pada tingkat SD (Sekolah Dasar) sebesar

2.2 % dan anak sekolah sebesar 97,8 %. Hal ini berarti semakin tinggi

jenjang pendidikan, semakin tinggi pula tingkat anak puius dan atau tidak

sekolah. Anak tidak dan atau putus sekolah terjadi disebabkan karena

beberapa faktor yang akan diuraikan pada pembahasan selanjutnya.

Tabel 4.2

Data Anak Tidak dan Atau Putus Sekolah Berdasarkan Jenis Kelamin di

Kecamatan Lembang Tahun 2010

Jenis Kelamin
No Tingkat Pendidikan =t Jumilah
Laki-laki Perempuan
sD aa ar 166
2 | SMP 225 147 a7z
3 | SMA 247 194 441 |
Total 541 438 979

Sumber . Dinas Pendidikan, Bemuda dan Olahraga Kabupaten Pinrang
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Dari tabel 4.2 menunjukkan bahwa sebagian besar anak yang tidak

i dan atau putus sekolah di Kecamatan Lembang didominasi oleh anak laki-
laki, kecuali di tingkat SD yang mendominasi adalah anak perempuan yang
mencapai angka 97 anak perempuan dan 69 anak laki-laki. Berbeda dengan
anak yang tidak dan atau putus sekolah di tingkat SMP yang didominasi oleh
anak laki-laki dengan jumlah 225 anak, dan untuk perempuan berjumiah 147
anak. Sedangkan di tingkat SMA anak laki-laki mencapai angka 247 anak
dan perempuan menacapai angka 194 anak.

Tabel 4.3
Anak Tidak dan Atau Putus Sekolah di Kecamatan Lembang Berdasarkan

Status Pekerjaan Orang Tua Tahun 2010

Berdasarkan Status Pekerjaan Orang Tua
No Tin?k_m TN e e Petanif Tidak | Jumiah
Pendidikan | PNS Poli . THI{ R Pedagang | Nelayan Bekeda
PNS Poilri
SD 0 0 ] 0 32 47 35 52 166
SMP 3 2 ] 77 83 85 125 a7z
SMA 19 5 T 3 103 87 B5 132 441
Jumlah 24 8 g 5 212 197 215 309 979 I

~so—r——"inas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pinrang

Penyebab anak fidak dan atau putus sekolah dapat dilihat dari

kondisi ekonomi orang tua/keluarga seria perhatian orang tua terhadap I
anaknya menjadi pemicu anak untuk melanjutkan sekolahnya. Berdasarkan

tabel 4.3, di tingkat SD anak yang tidak dan atau putus sekolah disebabkan
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karena orang tuanya tidak memiliki pekerjaan mencapai angka 52 anak, yang

bekerja sebagai pedagang berjumlah 47 anak, yang bekerja sebagai nelayan
berjumlah 35 anak, dan yang bekerja sebagai petani/peternak berjumiah 32
anak. Dan di tingkat SMP anak yang tidak dan atau putus sekolah yang orang
tuanya tidak bekerja hm‘jmnl.ah 125 anak, yang bekerja sebagai nelayan
berjumiah 85 anak, yang bekerja sebagai petani/peternak berjumlah 77 anak,
yang bekerja sebagal pedagang berjumiah 63 anak, yang PNS3 berjumiah 5
anak, TNI/Polri berjumlah 3 anak, Pensiunan PNS berjumiah 2 anak, dan
pensiunan TNI/ Polri berjumiah 2 anak. Dan untuk tingkat SMA anak yang
tidak dan atau putus sekolah yang orang tuanya tidak bekerja berjumlah 132
anak, yvang bekerja sebagai petanilpeternak berjumlah 103 anak, yang
bekerja sebagai pedagang berjumiah B7 anak, yang bekerja sebagai nelayan
berjumiah 85 anak, PNS berjumlah 19 anak, Pensiunan PNS berjumiah 7
anak, TNI/Polri berjumiah 5 anak, dan pensiunan TNI/Polri berjumiah 3 anak.
Tabel 4.4
Anak Tidak dan Atau Putus Sekolah di Kecamatan Lembang Berdasarkan

Tempat Tinggal Anak Tahun 2010

Tingkat Berdasarkan Tempat Tinggal
Ma - Bersama Anak Angkat . Jumlah
Pendidikan | .. ng Tua Nenek/Kakek (Numpang) Panti/LSM

1 | SD 108 32 17 9 166

2 | SMP a8 181 B6 7 3r2

3 | SMA 138 198 82 13 441

Jumlah | 344 411 185 29 979 |
Sumber . Dinas Pendidikan, Samuda dan Olahraga Kabupaten Pinrang
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Berdasarkan tabel 4.4 menunjukkan bahwa anak yang tidak dan atau
putus sekolah ternyata tidak semuanya tinggal bersama orang tua mereka,
pada tingkat SD anak yang tidak dan atau putus sekolah, yang tinggal
bersama orang tua mereka berjumlah 108 anak, tinggal dengan
kakekineneknya berjumlah 32 anak, tinggal menumpang dengan orang lain
atau menjadi anak angkat berfumlah 17 anak, dan yang tinggal di panti
asuhan/LSM berjumlah 9 anak. Dan di tingkat SMP anak yang tidak dan atau
putus sekolah paling banyak yang tinggal dengan kakek/neneknya dengan
jumlah 181 anak, yang tinggal bersama orang tua berjumiah 98 anak, yang
menumpang atau menjadi anak angkat berjumlah 86 anak, dan yang tinggal
di panti asuhan berjumiah 7 anak. Kemudian di tingkat SMA, anak yang tidak
dan atau putus sekolah kebanyakan yang tinggal dengan nenekikakeknya
dengan jumiah 198 anak, yang tinggal dengan orang tua berjumiah 138 anak,
yang menumpang atau menjadi anak angkat berjumliah 92 anak, dan yang
tinggal di panti asuhan berjumlah 13 anak. Hal ini menunjukkan bahwa

perhatian dari orang tua/wali, keluarga, dan orang-orang terdekat menjadi

pemicu anak untuk bersekolah.




Tabel 4.5
Kondisi Anak Tidak dan Atau Putus Sekolah di Kecamatan Lembang

Berdasarkan History Pendidikannya di Tahun 2010

No | Tingkat Pendidikan i Jumiah
Pernah Tidak Pernah
sD 127 39 166
SMP 233 139 372
SMA 285 156 441
Jumlah l 645 334 979

Sumber - Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pinrang

Pada tabel 4.5 menggambarkan tentang kondisi history
pendidikannya. History pendidikan yang dimaksud adalah apakah anak
pernah mengenyam pendidikan atau bersekolah baik di tingkat SD (Sekolah
Dasar), SMP {Sekolah Menengah Pertama), dan SMA (Sekolah Menengah
Atas) atau tidak pernah sama sekali. Berdasarkan tabel 4.5 pada tingkat sD
anak yang pernah sekolah berumiah 127 anak, sedangkan yang tidak pernah
sekolah di SD berjumiah 39 anak. Dan di tingkat SMP anak yang pernah
sekolah berjumiah 233 anak dan yang tidak pemah sekolah di SMP
berjumlah 139 anak. Sedangkan di tingkat SMA anak yang pernah sekolah

berjumlah 285 anak dan yang tidak pernah sekolah di SMA berjumilah 156

anak.

68




-".-':'. a.-,-ll
4.2. Faktor-faktor yang Menyebabkan Anak Putus Sekolah : >

.
T CTY

.
R

Kasus anak putus sekolah tentunya lidak akan terlepas E:i"ari-béﬁé’répa

hal yang mempengaruhi anak sekolah sehingga tidak dapat menyelesaikan
sekolah, wajar saja terjadi karena anak dihadapkan oleh beberapa kendala,
baik yang datang dari diri sendiri maupun yang datang dari luar diri anak yaitu
lingkungan. Berikut ini penulis akan memaparkan 5 (lima) kasus mengenai
anak putus dan atau tidak sekolah yang terjadi di Kecamatan Lembang:

Pertama, kasus yang terjadi di Desa Binanga Karaeng, dimana anak-
anak pada usia sekolah mulai kelas 1-6 5D sudah terbiasa dengan kultur
nelayan dimana pada jam B-10 pagi, manakala para nelayan sandar kembali
dari melaut sering kali dikerumuni cleh anak-anak yang ikut membantu
mendorong sampan dan perahu untuk sandar di daratan ditepi pantai. Salah
satunya anak dari pasangan Puang Bojo dan mama Suri yang mempunyai 3
orang anak yang masih bersekolah di SD dan satunya di SMP, yang
seringkali menolong para nelayan ini, sehingga mendapatkan upah dan para
nelayan berupa satu hingga lima akor ikan setiap harinya yang kalau mereka
kumpulkan dapat mencapai harga antara lima hingga lima puluh ribu rupiah
dalam seharinya.

Dengan uang ini anaknya dapat berbelanja apa saja yang dia
senangi tanpa meminta uang jajan dari orang tuanya. Keadaan ini diketahui
dan mereka merasa tidak terbebani karena anak-anak

oleh para orang tua
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mereka dapat mencari uang jajan untuk dirinya sendiri. Selain -

pemahaman Puang Bojo dan Mama Suri mengenai pentingnya sekolah juga
minim dikarenakan mereka hanya lulusan SD (Sekolah Dasar), jadi dia tidak
menghiraukan apa yang dialami oleh anak mereka terutama bagi
perkembangan pendidikan anak-anaknya. (wawancara pukul 09.18, tanggal
15 Desember 2011).

Ada hal menarik dari kebiasaan ini, dimana anak-anak lerbiasa
mandiri untuk memenuhi kebutuhan pribadi mereka untuk uang jajan dan
kebutuhan lainnya. Anak-anak juga sudah mengenal uang dan mata uang
berikut manfaatnya untuk keperluan jual beli. Kegiatan ini juga terbilang
mudah dan tidak memerlukan keahlian khusus dan tarkadang lebih nampak
seperti kegiatan meminta ikan kepada para nelayan kalau tidak disebut
kegiatan mengemis. Walau demikian waktu antara jam 8-10 pagi adalah
waktu dimana anak-anak ini seharusnya berada disekolah untuk aktivitas
belajar mengajar dan pada waktu-waktu seperti inilah anak-anak dengan latar
belakang keluarga yang kurang mampu sering membolos untuk membantu
para nelayan ini.

Menurut Kepala sekolah dan Guru di SD Inpres Pajalele serta
masyarakat Dusun Pajalele bahwa kegiatan membantu para nelayan oleh
anak-anak pada jam sekolah inilah yang telah memicu anak-anak di Dusun
Pajalele, Desa Binanga Karaeng ini untuk membolos, absen tidak masuk

sekolah dan bahkan meninggalkan sekolah sama sekali.
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Berdasarkan kasus pertama terdapat beberapa faktor yang menjadi

penyebab anak putus sekolah dan atau tidak sekolah yang terjadi di tingkat
SD yakni:
Latar Belakang Pendidikan Orang Tua

Pendidikan orang tua yang hanya tamat sekolah dasar apalagi tidak
tamat sekolah dasar, hal ini sangat berpengaruh terhadap cara berpikir orang
tua untuk menyekolahkan anaknya, dan terhadap cara berpikir crang tua
untuk menyekolahkan anaknya, dan cara pandangan crang tua tentu tidak
sejauh dan seluas orang fua yang berpendidikan lebih tinggi. Seperti yang
terjadi pada Puang Bojo, karena latar belakang pendidikannya hanya sampai
pada tingkat SD maka dia pun tidak menghiraukan pendidkan anaknya seria
kegiatan mereka.

Orang tua yang hanya tamat sekolah dasar atau tidak tamat
cenderung kepada hal-hal tradisional dan kurang menghargai arti pentingnya
pendidikan. Mereka menyekolahkan anaknya hanya sebatas bisa membaca
dan menulis saja, karena mereka beranggapan sekolahnya seseorang
kepada jenjang yand lebih tinggi pada akhir tujuan adalah untuk menjadi
pegawai negen dan mereka beranggapan sekolah hanya membuang waktu,
tenaga dan biaya, mereka juga berarggapan terhadap anak lebih baik
ditujukan kepada hal-hal yang nyata yaitu membantu orang tua dalam
berusaha seperti menjadi nelayan hingga menghasilkan uang lebih

harmanfaat dan nyata bagi mereka, dibandingkan harus sekolah yang
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mengeluarkan biaya dan cenderung membuang waktu. Lagi pula sekolah

harus melalui seleksi dan ujian yang di tempuh dengan waktu yang panjang
dan amat melelahkan.

Latar belakang pendidikan crang tua yang rendah merupakan suatu
hal yang mempengaruhi anak sehingga menyebabkan anak menjadi putus
sekolah dalam usia sekolah, Karena pemahaman orang tua mengenai
pendidikan dan pentingnya bersekolah masih kurang.

Kondisi Lingkungan Tempat Tinggal Anak

Adanya suasana lingkungan masyarakat yang kurang baik, akan
mengganggu anak dalam belajar dan secara langsung akan mempengaruhi
prestasi belajar yang dipercleh di sekolah. Bisa juga disebabkan suasana
yang ribut tapi menyenangkan hati anak, anak akan terpengaruh dan ikut
serta di dalamnya dan dia lupa bahwa dirinya seorang pelajar. Seperti yang
terjadi dengan anak-anak Puang Bojo yangd terkadang lupa akan dirinya yang
berstatus sebagai pelajar, mereka seringkali lupa waktu karena membantu
para nelayan.

Perilaku masyarakat pedesaan dalam meryekolahkan anaknya lebih
banyak dipengaruhi faktor lingkungan sperti yang terjadi dengan keluarga
Puang Bojo. Dia beranggapan bahwa tanpa bersekolah pun anak-anak
mereka dapat hidup layak seperti anak lainnya yang bersekolah. Oleh karena
di desa jumiah anak yang tidak bersekolah lebih banyak dan mereka dapat

hidup layak maka kondisi seperti itu dijadikan landasan dalam menentukan
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masa depan anaknya. Seorang pelajar tidak pantas melakukan hal-hal yang
negatif, karena akan merugikan. Tugas pelajar adalah belajar, agar suatu hari
nanti menjadi orang yang bermanfaat bagi orang banyak.

Pemerintah saat ini tengah berupaya mengentaskan anak putus
sekolah yang terjadi pada usia dini melalui program waijib belajar 8 tahun,
serta memberikan bantuan berupa dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah)
kepada setiap siswa. Namun hal ini belum maksimal karena faktor tingkat
pendidikan orang tua siswa serta bagaimana perhatian orang tua siswa
terhadap perkembangan pendidikan sang anak, selain itu lingkungan yang
yang memberikan dampak negatif bagi anak sekolah sehingga mengganggu
proses belgjar di sekolah menjadi faktor terjadinya anak putus sekolah dan
atau tidak sekolah di tingkat SD (Sekolah Dasar).

Kedua, kasus anak putus sekolah yang terjadi di Desa Ulu Saadang,
Kecamatan Lembang ini terdapat beberapa keluarga yang memiliki anak
putus sekolah. Salah satunya yang terjadi pada keluarga Puang Alling yang
memiliki anak 7 orang (4 lak-laki dan 3 perempuan). Puang Alling yang
bekeria sebagai petani dan berkebun ini tentunya memiliki penghasilan yang
tidak menetap, sehingga anak-anaknya cuma bisa menyelesaikan
sekolahnya di tingkat SD (Sekolah Dasar) dan SMP (Sekolah Menengah
Pertama). Saat diwawancarai pada pukul 13.17 tanggal 10 Desember 2012,

Puang Alling mengaku bahwa: anak-anaknya terpaksa putus sekolah karena

dia kurang mampunyai dalam hal biaya. Walau pemerintah telah memberikan
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| berbagai bentuk bantuan seperti dana BOS, beasiswa bagi keluarga miskin
para orang tua mengeluh akan tingginya pembiayaan yang terkait dengan
aspek biaya yang harus dikeluarkan untuk menyekolahkan anak-anak
mereka seperti biaya untuk kebutuhan pribadi anak yang bersekolah seperti
baju seragam, sepatu, tas, buku, alat tulis dan tambahan uang jajan pada
caat anak-anaknya bersekolah. Selain dari masalah biaya sarana sekolah
tingkat lanjutan misalnya SMP (Sekolah Menengah Pertama) dan SMA
(Sekolah Menengah Atas) jaraknya sangat jauh dari tempat tinggal mereka
yakni sekitar + 21 km, selain itu akses jalan yang berbahaya juga menjadi
kekhawatiran tersendiri buat Puang Alling untuk menyekolahkan anak-
anaknya. Sementara itu setelah tamat dari sekolah, anak-anaknya belum
tentu bisa menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) atau mendapatkan pekerjaan
yang tetap.

Maka dari itu anak-anaknya terutama yang laki-laki, yang merasa
mampuh  untuk bekerja lebih cenderung untuk pergi merantau atau
membantu orang tuanya bertani dan berkebun untuk mendapatkan uang
daripada melanjutkan sekolahnya. Hal ini tentunya dapat meringankan beban
orang tuanya serta dapal menambah penghasilan dan mengatasi kesulitan
biaya hidup. Sedangkan anak perempuannya bertugas untuk menjaga

rumnah, membersihkan dan memasak bahkan menikah di usia dini.

74




Ketiga, kasus yang terjadi di Desa Rajang, tepatnya di SMP 3
Rajang, berdasarkan wawancara dengan Kepala Sekolah SMP 3 Rajang
yaitu Bapak Muh. Yunus S.Pd (wawancara pukul 11.30, tanggal 17
Desember 2011}, penulis mengetahui bahwa ada 2 (dua) orang anak yang
DO (Drop Out)/dikeluarkan dari sekolah yaity anak kelas Vlllfa (Delapan/a)
dan kelas 1X/b (Sembilan/b). Anak yang DO (Drop Out) pada kelas IX/b
(Sembilan/b) adalsh dikarenakan oleh kondisi keluarganya dimana bapak dan
ibunya bercerai dan anak tinggal dengan neneknya. Dengan kondisi keluarga
- yang berantakan, anak ini menjadi malu bertemu dengan teman-temannya
sehingga dia tidak mau lagi ke sekolah. Siswa yang DO satunya lagi adalah
anak dengan latar belakang keluarga miskin. Anak ini tidak memiliki baju
seragam dan sepatu untuk sekolah, karena malu kemudian tidak mau masuk
sekolah. Setelah dijenguk oleh guru dan mendapat bantuan sekolah untuk
baju seragam dan sepatu anak ini tetap tidak mau sekolah karena orang
tuanya sering tidak ada dirumnah. Orang tua anak ini bekera sebagai petani
sehingga orang tuanya seringkali ke sawah. Ibu dari anak ini jualan di pasar
dan karena kondisi seperti ini anak ini harus membantu ibunya menjaga adik-
adiknya dirumah.

Berdasarkan kasus kedua dan ketiga terdapat beberapa faktor
penyebab terjadinya anak putus dan ataul tidak sekolah yang terjadi pada

tingkat SMP (Sekolah Menengah Pertama) yakni:
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Lemahnya Ekonomi Keluarga

Berdasarkan kasus kedua yang dialami oleh keluarga Puang Alling
dan kasus ketiga yang menimpa siswa SMP 3 Rajang kelas 1X/b
(sembilan/b), yang teriadi karena lemahnya ekonomi keluarga mengakibatkan
anak ftidak dan atau putus sekolah. Kurangnya pendapatan keluarga
menyebabkan orang tua terpaksa bekerja keras mencukupi kebutuhan pokok
sehari-hari, sehingga pendidikan anak kurang terperhatikan dengan baik dan
bahkan membantu orang tua dalam mencukupi keperiuan pokok untuk
makan sehari-hari misalnya anak membantu orang tua ke sawah atau di
kebun, karena dianggap meringankan beban orang tua anak diajak ikut orang
tua ke tempat kerja yang jauh dan meninggalkan sekolah dalam waktu yang
cukup lama.

Selain itu menjadi buruh tanpa tujuan untuk membantu pekerjaan
orang tua, setelah merasa enaknya membelanjakan uang hasil usaha sendiri
akhirmya anak tidak terasa sekolahnya ditinggalkan begitu saja, anak
perempuan di suruh mengasuh adiknya di wakiu ibu sibuk bekerja.

Keluarga Puang Alling seringakali timbul berbagai masalah yang
berkaitan dengan pembiayaan hidup anak, sehingga anak sering dilibatkan
untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga seperti bekerja di
sawah dan di kebun, sehingga merasa terbebani dengan masalah ekonomi
ini sehingga mengganggu kegiatan belajar dan kesulitan mengikuti pelajaran.
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Hal inilah yang menjadi alasan bagi anak Puang Alling untuk tidak
melanjutkan sekolahnya ke tingkat SMP.

Hal ini tidak jauh beda dengan kondisi siswa kelas IX/b (Sembilan/b)
SMP 3 Rajang yang putus sekolah di tingkat SMF, karena pendapatan
keluarga yang serba kekurangan juga menyebabkan kurangnya perhatian
orang tua terhadap anak kerap kali setiap harinya hanya memikirkan
bagaimana caranya agar keperluan keluarga bisa terpenuhi, apalagi kalau
harus meninggalkan keluarga untuk berusaha menempuh waktu berbulan-
bulan bahkan kalau sampai tahunan, hal ini tentu pendidikan anak menjadi

terabaikan.
Kondisi Lingkungan Tempat Tinggal Anak

Lingkurgan tempat tinggal anak adalah salah satu fakior yang
mempengaruhi terjadinya kegiatan dan proses belajar/pendidikan. Oleh
sebab itu seyogyanya lingkungan tempat tinggal anak atau lingkungan
masyarakat ini dapat berperan dan ikut serta di dalam membina kepribadian
anak-anak kearah yang lebin positif.

Kondisi lingkungan Yyang baik, aman serta nyaman tentunya
berpengaruh terhadap proses belajar mengajar. Kondisi lingkungan yang baik
ditandai dengan adanya akses jalan yang baik. Berdasarkan pengamatan

penulis di Kecamatan Lembang akses jalan sangat memprihatinkan karena
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banyaknya jalanan yang rusak dan terjal terutama di daerah pegunungan, hal
ini tentunya mempengaruhi minat anak-anak untuk bersekolah seperti yang
terjadi pada anak Puang Alling di Desa Ulu Saddang. Akses jalan yang jauh,
berbahaya dan tidak aman menjadi kekhawatiran sendiri bagi Puang Alling
untuk menyekolahkan anak-anaknya ke tingkat SMP dan SMA.
Hal ini sesuai dengan pendapat Kepala Sekolah SMP 35 Kecamatan
Lembang Bapak Nasrullah S.Pd bahwa:
“ Sulitnya akses jalan menuju sekolah membuat para tenaga
pengajar memilih mangkir dari wilayah pegunungan tersebut,
sehingga siswa tidak menerima pengajaran secara maksimal. Hal ini
tentunya menjadikan para siswa malas untuk pergi sekolah dan
memilih untuk membantu orang tua mereka daripada ke sekolah
yang hanya membuang tenaga dan waktu saja. Selain akses jalan
menuju sekolah, jaminan keamanan dari uiah para perampok juga
menjadikan para tenaga pengajar dan siswa malas dan takut untuk
ke sekolah’. (wawancara pukul 08.47, 21 Desember 2011).
Kondisi lingkungan yang baik tentunya dapat memberikan dampak
. yang positif bagi proses belajar mengajar tanpa ada hambatan. Sehingga
' dalam proses ini para tenaga pengajar dapat memberikan dorongan dan
membina anak didik ke arah yang lebih positif dan bermanfaat, sehingga
anak didik bisa terpengaruh dan memiliki motivasi untuk mengikuti proses

. pendidikan/belajar dengan lancar dan baik. Serta bisa memberikan motivasi

untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi.
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B Kurangnya Minat Anak Untuk Bersekolah

Kurangnya minat anak untuk bersekolah atau melanjutkan sekolah
hingga perguruan tinggi seperti kasus ketiga yang dialami oleh siswa SMP 3
Rajang, kelas Vlilia (delapania) yang tidak berminat untuk bersekolah karena
malu dengan teman-temannya atas kondisi kehidupannya dan siswa kelas
IX/b (Sembilan/b) cenderung untuk membantu orang tuanya meringankan
beban keluarga daripada pergi sekolah, sehingga minat untuk bersekolah
menjadi kurang.

Anak usia wajib belajar semestinya menggebu-gebu ingin menuniul
ilmu pengetahuan namun karena terbebani oleh kondisi kehidupan ekonomi
keluarga yang kurang baik terhadap perkembangan pendidikan anak,
sehingga minat anak untuk bersekolah kurang mendapat perhatian
sebagaimana mestinya, adapun yang menyebabkan anak kurang berminat
untuk bersekolah adalah: anak kurang mendapat perhatian dari orang tua
terutama tentang pendidikannya, juga karena kurangnya grang-crang
terpeiajar sehingga yand mempengaruhi anak kebanyakan adalah orang
yang tidak sekolah sehingga minat anak untuk sekolah sangat kurang.

Anak seusia wajib belajar sudah mengenal bahkan sudah mampu
untuk mencari uang terutama untuk keperluannya sendiri seperti jajan dan
lain-lain, hal ini tentu akan mempengaruhi terhadap cara dan sikap anak

dalam bertindak dan berbuat Pekerjaan yang dilakukan oleh anak-anak
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untuk mendapatkan uang mengakibatkan sang anak tidak mengikuti proses

belajarn mengarjar di sekolah.

Keempat, kasus yang dialami oleh anak seocrang PNS bermama,
Asrina Ningsih usia 16 tahun yang berdomisili di Kelurahan Tadokkong,
dimana dia harus berhenti sekolah di jenjang SMA (Sekolah Menengah Atas)
diakibatkan pengaruh lingkungan yang negatif. Asrina Ningsih berhenti
cakolah karena hamil diluar nikah sehingga dia merasa malu untuk ke
sekolah.

Selain kondisi yang dialami oleh Asrina Ningsih yang putus sekolah
akibat pergaulan yang negatif, hal ini juga dialami oleh Rendy yang putus
eekolah di jenjang SMA akibat pengaruh dari teman-temannya Yyang
seringkali mengajaknya untuk minum minuman keras hingga dia lupa untuk
pergi ke sekolah. Hingga akhimya pihak sekolah memutuskan untuk
mengeluarkannya dari sakolah.

Kelima, kasus yang terjadi pada Ansar (anak kelima dari 7
bersaudara) yang finggal di Kelurahan Tadokkong, ini tidak melanjutkan
pendidikannya hingga di perguruan tinggi, sedangkan kondisi ekonomi orang

tuanya mencukupi untuk biaya kuliahnya. Menurut informan pada saat

diwawancarai:

"Saya lebih memilin  untuk bekerja karena menurut saya kulian
membutuhkan wakiu minimal 4 tahun dan _sgtelah sarjana, saya
belum tentu menjadi PNS (Pegawai Hagen Sipil) atau mendapatkan
pekerjaan yang jelas. Dan untuk kuliah pun pastinya n}ar‘nbutuhharf
biaya yang sangat banyak. Sedangkan jika saya bekerja atau pergi

20



merantau tentunya saya lebih cepat mendapatkan uang dan tidak

;?ﬂ?”ang'b”anﬂ waktu', (wawancara pukul 14.25, 23 November

Pola pikir seperti inilah yang menjadi salah satu faktor bagi anak-
anak untuk tidak melajutkan sekolahnya hingga perguruan tinggl. Anak-anak
yang tidak dan atau putus sekolah di tingkat SMA merasa cukup dengan
pengetahuan yang didapatkan di tingkat SMA. Dan tidak melanjutkan
kemampuan dan pengetahuan mereka hingga perguruan tinggi.

Berdasarkan kasus keempat dan kelima terdapat beberapa faktor
yang menyebabkan anak putus dan atau tidak sekolah yang terjadi pada
tingkat SMA (Sekolah Menengah Atas) antara lain:

¥ Teman Sepergaulan

Berdasarkan kasus keempat yang terjadi dengan siswa SMA N 1
Lembang akibat dari pergaulan yang negatif, Asrina Ningsih dan Rendy
mengalami DO (Drop Out)idikeluarkan dari eekolah. Rendy yang berstatus
seagal pelajar bergaul dengan orang-orang yang fidak sekolah seringkali
bolos sekolah hanya untuk bersenang-senang denga teman-temannya
sapert mabuk-mabukan. Sedangkan Asrinan Ningsih yang dipengaruhi hal-
hal negatif menjadikan dia terjerumus ke seks bebas hingga menciptakan aib

bagi dirinya sendiri dan sekitarnya.

Bergaul dan berteman dengan crang yang berpendidikan dan berilmu

cengetahuan yang lebih tinggi dari kita, akan mendatangkan manfaat kepada

kita khususnya, dan akan membantu dan memotivasi kita dalam belajar
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menuntut iimu. Bila kita menemui kesulitan akan mudah bertanya/minta
pimbingan kepada mereka yang lebih tahu,

Selain manfaat diatas, bergaul dengan orang yang berpengetahuan
juga mendatangkan ketentraman, karena diri kita merasa dapat diterima oleh
lingkungan dimana kita tinggal. Dengan demikian akan terjalin kerja sama
bantu membantu antara sesamanya di dalam mensukseskan pembangunan,

khususnya dalam bidang pendidikan.
= Pandangan Masyarakat Terhadap Pendidikan

Pandangan Ansar terhadap pendidikan mewakili masyarakat yang
menganggap pendidikan itu tidak berpengaruh terhadap keberhasilan
sesgorang. Pandangan masyarakat yang maju tentu berbeda dengan
masyarakat yang keterbelakangan dan tradisional, masyarakat yang maju
tentu pendidikan mereka maju pula, demikian pula anak-anak mereka akan
menjadi bertambah maju pula pendidikannya dibanding dengan orang tua
seperti inilah yang menyebabkan anak tidak melanjutkan

mereka. Pola pikir

sekalahnya hingga perguruan tinggi, karena masyarakat menganggap bahwa

kuliah hanya membuang-buang waktu dan biaya saja. Dan pada akhimya hal

menjadi PNS atau mendapatkan

ini tidak menjamin seseorang dapat
hakikatnya kuliah menambah wawasan,

pekerjaan tetap. Sedangkan pada

Lt
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mengembangkan keterampilan, dan menambah teman bagi seseorang, dan
|ain-lain.

Masyarakat khususnya orang tua memiliki persepsi yang beragam
tentang kondisi, kemampuan dan kemauan anak, Di desa Binanga Karaeng
misalnya, orang tua menyatakan bahwa anaknya bersekolah atas kemauan
orang tua. Temuan ini menunjukkan bahwa kemauan dan keinginan crang
tua untuk menyekolahkan anaknya cukup tinggi. Meskipun mereka buta
aksara, namun ada kesadaran bahwa pendidikan penting. Ini artinya mereka
tidak mengharapkan anaknya mengikuti jejak mereka yang penuh dengan
kebodohan, tidak bisa baca hitung, tidak bisa menulis.

Mamun di balik fakta tersebut, juga tidak dipungkiri masih ada
sebagian kecil masyarakat menganggap pendidikan itu kurang penting. Hal
ini terjadi di daerah pelosok pegunungan di Desa Ulusaddang misalnya,
sebagian masyarakat di sana menganggap bahwa pendidikan itu kurang
penting. Alasannya adalah sekolah tidak menjamin orang bisa hidup mewah
atau miskin, karena ada yang orang yang tidak sekolah tapi bisa hidup
mewah karena mereka bekerja, sekolah hanyalah untuk orang Kaya, daerah
ini banyak yang tamat SD saja, dan kalau anak sekolah jelas tidak dapat
ri nafkah. Budaya seperti ini juga nampakrya

membantu orang tua menca

masih mengakar di masyarakat. Belum adanya pemahaman yang

komprehensif terhadap arti penting pendidikan mengakibatkan sebagian kecll

masyarakat bersikap apatis terhadap pendidikan.
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Maju mundurnya suatu masyarakat, bangsa dan negara juga
ditentukan dengan maju mundumya pendidikan yang dilaksanakan. Pada
umumnya masyarakat yang terbelakang atau dengan kata lain masyarakat
tradisional mereka kurang memahami arti pentingnya pendidikan, sehingga

kebanyakan anak-anak mereka tidak sekolah dan kalau sekolah kebanyakan

putus di tengah jalan.

Hal tersebut bisa terjadi karena mereka beranggapan sekolah sangat
sulit, merasa tidak mampu, tidak berpengaruh akan perbaikan nasib mereka,
buang waktu banyak, lebih baik bekerja sejak anak-anak akan membantu
orang tua, tujuan sekolah sekedar bisa membaca dan menulis saja. Selain itu
mereka beranggapan bahwa tujuan akhir dari sekolah adalah untuk menjadi
pegawai negeri, hal ini tentu karena kurang memahami arti, fungsi, dan tujuan

pendidikan nasional.

Padahal fungsi pendidikan nasional bukan demikian, hal ini
sebagaimana tergambar dan undang-undang Republik Indonesia nomor 2
tahun 1989, Pasal 3. "pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan

kemampuan seria meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia

indonesia dalam rangka mewujudkan Upaya tujuan nasional.”

Demikian juga tujuan pendidikan nasional bukan seperti anggapan

masyarakat tradisional, yang mana tujuan pendidikan nasional sebagaimanan

juga yang termuat dalam undang-undang R| nomor 20 tahun 2003, Pasal 4.

Pendidikan  nasional perfungsi mengembangkan kemampuan dan
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membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka
mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan untuk terbentuknya potensi
peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada
Tuhan Yang Maha Esa berakhlak mulia, sehat berilmu, cakap, kreatif,
mandiri dan menjadi warga yang demokratis serta bertanggung jawab.
Masyarakat yang tradisional kalau mereka memahami fungsi dan
tujuan pendidikan nasional pada akhimya akan menjadi masyarakat yang
maju dan berkembang. Masyarakat yang terpencil atau masyarakat yang
tradisional juga beranggapan bahwa sekolah itu pada dasamya sedikit sekali
yang sesuai dengan kehendak mereka, misainya begitu tamat sekolah
langsung mendapatkan pekerjaan, sekolah hendaknya tidak memerlukan
biaya yang banyak, dan tidak memerlukan wakiu yang terlalu lama.
Masyarakat hanya mendukung proses pendidikan itu jika sesuai

dengan kehendak mereka, namun samua keinginan mereka harus terpenuhi

tanpa harus berjuang dan perusaha secara maksimal. Masyarakat

menginginkan sesuatu yang cepat tanpa melalul sebuah proses.

ey e e
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4.3, Peranan Pemerintah Daerah Dalam Mengentaskan Anak Putus Sekolah

di Kecamatan Lembang

Dari beberapa faktor ¥ang menjadi penyebab anak putus sekolah

yang telah diuraikan di atas, menjadikan jumiah anak putus sekolah di
Kecamatan Lembang masih memprihatinkan bagi pemerintah daerah
Berdasarkan data yang diperoleh penulis di lapangan, jumiah anak putus
sekolah di Kecamatan Lembang mencapai angka 979 anak. Hal inilah
menjadi acuan bagi pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kinerja
kerja di bidang pendidikan.

Dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, khususnya dalam
mengentaskan anak putus sekolah yang terjadi di Kecamatan Lembang
tentunya membutuhkan peranan Pemerintah Daerah Kabupaten Pinrang.
Dimana, pemerintah daerah mengetahui apa yang menjadi kebutuhan
masyarakatnya. Adapun peranan pemeriniah daerah dalam mengentaskan

anak putus sekolah antara lain: mengeluarkan kebijakan di bidang

pendidikan, mengadakan sosialisasi kepada masyarakal, memberikan

bantuan dana, optimalisasi pemberian beasiswa pendidikan bagi masyarakat

miskin, dan program bantuan paket pendidikan .




Kebijakan p i
a. J emerintah Dilﬂrah dalam p

khususnys Masyarakat kurang mampu

terhadap layanan pendidikan yang berkualitas di semua jenjang pendidikan
utamanya SD, SLTP dan SLTA Seiring dengan peningkatan mutu dan

kesejahteraan guru,

Salah satu kebijakan pemerintah daerah dalam mengentaskan anak
putus sekolah yang terjadi adalah gerakan penuntasan wajib belajar berbasis

desa termasuk pemutakhiran datanya,

Berdasarkan hasil wawancara penulis terhadap salah satu informan,
bahwa kebijakan di bidang pendidikan yakni gerakan penuntasan waijib
belajar berbasis desa telah diimplementasikan oleh pemerintah daerah.
Menurut bapak. H. A Sultani selaku Kepala bidang pendidikan dasar Dinas

Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pinrang mengatakan bahwa:

i ' terbaik untuk seluruh
. asmerintah dalam member yang I
maﬁ}'arﬂllzlal:tmt};i:; dimaksimalkan. Pada sektor pendidikan, dalam beberapa
tahun terakhir kunsentra_si pen
dipusatkan di wilayah-wilayah terpe
Jumiah anak putus sekolah ya i
juga memaksimalkan pendataan &

ambahan dan rehabilitasi gedung sgimlah
ncil utamanya pegunusruglml'l, . hr.jm;:nq

umnya tergolong tinggi. selain itu, kami
g £00 Ik :a:ia sekolah yang putus sekolah,




E ——

sehingga lebih mudah bagi pihak :

masyarakat. Karena meg kami un
kebutuhan masyarake_:t_ jika  tidak o | .
masyarakat, hasiinya juga akan nihil, Hg) ini dihargggspan positif  darj
pemikiran masyarakat ¥ang menilai pe akan masih adanya

ndidi it di -
sawah’. (wawancara puky 09.15, 15 Deserrl:g::fgﬂﬁf}akhlr 0 capuc ata 8

Selah satu indikator mutu pendidikan dihat gar aspek peningkatan

akses dan pemerataan pendidikan adalah jika jumiah anak yang tidak dan
atau putus sekolah khususnya jenjang pendidikan dasar mencapal 0%. Jika
indikator ini menjadi kesepakatan, maka mesti ada upaya gerakan secars
kolektif masyarakat dengan pemerintah untuk memberantas atau memerangi 15
anak tidak dan atau putus sekolah. Berdasarkan pengamatan penulis,
nampaknya permasalahan pendidikan terkesan menjadi tanggung jawab
sekolah/pemerintah (itupun pemerintah sampai di tingkat Kecamatan)
sementara masyarakat dan pemerintahan khususnya tingkat desa tidak
memiliki peran dalam menuntaskan anak fidak dan atau putus sekolah,
Indikasi yang mudah dicermati adalah desa tidak memiliki data faktual dan

terupdate terkait jumlah, sebaran, anak yang tidak dan atau putus sekolah.

Demikian juga desa tidak memiliki mekanisme yang terstandar tentang

bagaimana memetakan kondisi anak tidak dan atau putus sekolah mulai dari

Pendataan sampai penuntasannya..
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putus dan atau tidak sekolah. Jika Penuntasan anak putus da
N atau tidak

b. Sosialisasi Kepada M asyarakat

Selain mengeluarkan kebijakan di bidang pendidikan pemerintah
daerah juga perlu melakukan sosialisasi kepada masyarakat sebagai upaya
pembinaan terhadap masyarakat. Pemberdayaan ini dilakukan dengan cara
memberikan penjelasan mengenai pentingnya serta manfaat dari proses

Pendidikan/bersekolah kepada masyarakat melalui proses sosialisasi,

Banyaknya anak yang fidak dan putus sekolah karena perhatian
orang tua yang kurang dan faktor budaya dapat di atas melalui pendekatan
' I disebabkan

tertentu oleh pemerintah daerah. Kurangnya perhatian dapat dise

' i ndidikan.
karena rendahnya kesadaran orang tua tentang ati penting pendidika

or budaya yang dimaksudkan adalah

Begitu juga dengan faktor budaya. Fakt
pendidikan belum

idikan yaitu,
adanya pandangan yang kurang tepat pendidikan y

————— e o



tentu menjamin kehidupan yang lebih Jayay Sebab

memiliki latar pendidikan tetgp;

Selain itu, pemerintah daerah dapat mensosialisasikan kebijakan-

kebijiakan strategis terutama g bidang pemerataan dan perluasan akses,
misainya subsidi pendidikan gralis, penyaluran dana BoSs (Bantuan
Operasional Sekolah), program Wajib belajar 9 tahun dan 12 tahun, Melalui
sosialisasi ini diharapkan dapat membangkitkan kesadaran orang tua dalam

menyekolahkan anak-anaknya.

Sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah berupa
pembinaan dan pemberian motivasi terhadap masyarakat untuk memberikan
kesadaran mengenai pentingnya bersekolah dilakukan oleh pemerintah
daerah di kantor camat Kecamatan Lembang. Adapun tata cara sosialisai

tersebut dengan mengadakan pertemuan atau pelatihan mengenai
kat. Serta
Pendidikan dengan setiap kepala Desaflurah dan tokoh masyara

[ rata hingga
Mmelakukan kunjungan atau peninjauan ke setiap desa secara me ng

ke pelosok pegunungan.



" Pemberian Bantyap Dana

Pemerintah Kabupaten Pinrang

telah berupaya dalam mewujudkan
peningkatan mutu pendidikan oj Kabupaten Pinrang termasyk i
I

Kecamatan

Lembang. Salah satu indikator Paling penting guna peningkatan muty

pendidikan di Kabupaten Pinrang yakni Penganggaran untuk mambanty

proses peningkatan kualitas terutama disektor pendidikan. Dan diharapkan
dapat membantu untuk mengurang beban Masyarakat dalam menghadapi
masalah biaya pendidikan, sehingga dapat mengatasi anak putus sekolah
yang terjadi di Kabupaten Pinrang terutama di Kecamatan Lembang. Untuk

mencapai hal tersebut dibutuhkan keterlibatan semua unswr dan elemen

masyarakat yang ada.

Untuk tahun ini pemerintah mengalokasikan anggaran Dana BOS

(Bantuan Operasional Pendidikan) yang cukup besar ke Kabupaten Pinrang,

Sulsel, yakni mencapai 46 Miliar lebih atau meningkat Rp.4 Miliar dibanding

tahun lalu. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten

Pinrang H. A. Mappanyukki, mengatakan;

i intah Pusat
“Besarnya alokasi anggaran yang digelontorkan Pemernnt

: idi membuktikan heseriusan_ .dan
can Deorah dissldor ﬁnﬂﬁiﬁrrlam peninghalan mutu pendidikan

jan pemerint igelontorkan
Geoan i Besamy slesl T Jo (LG
: h di .
Pemafﬂmah FUEs dﬂﬁnﬁzﬁatim pemlerintah da[gm gmln‘:ﬁgﬂﬁ:
;Eianggiiignbgﬁaemh ini. Semua pihak yang Perg
L
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pendidikan Seyogyanya melakuk
mengedepankan transparans; daig.n langkah efektif dan efisien seria

sekaligus memberi Manfaz M Mengelolah anggaran tersebyt

s ! Yang ¢ :
P e e e et S

pendidikan, dan memprogramkan Penyebaran gury atay tenaga pendidik

secara merata kesemua wilayah Khususnya dikawasan Pegunungan dan

daerah terpencil.

Secara umum pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga membusat arah kebijakan pendidikan tersebut untuk memberi
semangat dan ruang lingkup yang CUKup luas agar dapat mengembangkan
dirinya , potensi serta keterampilan yang dimilikinya agar dapat hidup mandiri

ditengah masyarakat atau dapat melanjutkan pendidikan kejenjang yang lebih

tinggi tanpa dipungut biaya.

Anggaran dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) yang digunakan
: . i ;
Uniuk menunjang pelaksanaan pendidikan di daerah ini jumiahnya sanga
n | sebesar
besar, Data di Dikpora Pinrang menyebutkan, sekolah dasar negeri

ut dialokasikan kepada siswa SD negeri

Sebag juta. Dana terseb _
ar Rp.341 ju Swasta 682 siswa, dengan

dang sD
¥ang berjumiah 49.383 siswa sedangkan
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ribu persiswa pertahunnya,

Untuk Kecamatan Lembang seng memiliki SD Negeri sebanyak 44
dengan jumlah siswa Sebanyak 6.gg2 Siswa. Sedangkan §p Swasta
sebanyak 4 sekolah dengan jumign Siswa sebanyak 404 siswa Untuk
Sekolah Menengah Pertama Negerj sebanyak 5 sekolah, jumiah ini sudah
termasuk sekolah terbuka dan sekolah safy alap. Dengan jumlah siswa
sebanyak 1.535 siswa. Sedangkan SMP Swasta sebanyak 1 sekolah dengan
jumlah siswa 75 siswa. Sementara dana pendidikan Gratis sebesar Rp.9.2

Miliar dan dana sertifikasi sebesar Rp.32,6 Miliar,

Selain dari Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) pemerintah
daerah juga memberikan bantuan bagi siswa miskin di setiap sekolah dan
beasiswa bagi siswa yang berprestasi. Dengan adanya bantuan-bantuan
dana yang diberikan oleh pemerintah daerah tentunya sangat bermanfaat

bagi masyarakat dalam mengatasi masalah biaya pendidikan yang menurut

Mereka mahal.

Dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) bersumber dan APED

i Di idikan ke sekolah
¥ang ditransfer ke pemerintah daerah melalui Dinas Pendidi !
k sekolah swasta, disalurkan melalui

Yang berstatus negeri. Sedangkan untu
mekanisme penyaluran

I Ln
Dinas PPKAD dalam bentuk dana hibah. Adap
a3



d. Optimalisasi Pemberian Beasiswa Pendidikan Bagi Masyarakat

Miskin

Diantara faktor-faktor penyebab anak tidak dan atau putus sekolah,
kiranya faktor ekonomi yang paling mendominasi, Permasaiahan kemiskinan
sebagai faktor utama penyebab anak tidak dan atay putus sekolah, maka
optimalisasi pemberian beasiswa menjadi  alaternatif kebijakannnya.
Dikatakan optimalisasi, karena secara faktual pemerintah sudah
menggelontorkan kebijakan pemberian beasiswa. Permasalahannya adalah
belum tepatnya sasaran, mekanisme, dan sistem pemberian dana. Oleh
karenanya, perlu ada upaya pembenshan sistem pemberian Deasiswa.

Siapa, bagaimana caranya, dan untuk apa pemanfaatannya adalah beberapa

hal yang mesti direvitalisasi.




TR

. Program Bantuan pajet Pendidikan,

Teridentifikasinya anak ¥ang tidak dap ata
u

Pulus sekolah baik

an Paket Pendidikan
menjadi alternatif lain selain optimalieac i
Optimalisas beaslawa. Program Bantuan Paket

Pendidikan yang dimaksudkan adalah pemberian bantuan berupa kebutuhan
sekolah dapat mencakup pakaian sekolah, tas skolah byks tulis, buky
paket, fasilitas dasar belajar lainnya, ataupun biaya pangganti transportasi ke
sekolah.

Berdasarkan hasil wawancara dan pengamatan di lapangan, penulis
menyimpulkan bahwa dalam proses pemberdayaan masyarakat tentunya
dibutuhkan tingkat partisipasi masyarakat dalam hal memahami manfaat dan
pentingnya proses pendidikan yakni bersekolah meilalui program-program
yang ada. Dengan adanya sosialisasi tentang manfaat dan fungsi sekolah
dfharaplr.an mampuh mengubah pola pikir masyarakat mengenal pendidikan
yang selama ini masyarakat menganggap bahwa orang yang sekolzh akan

menjadi PNS (Pegawai Negeri Sipil) aken dianggap menjadi orang yang

membua
sukses jika tidak menjadi PNS, maka anak yang sekolah hanya ng

] ' j rkewajiban
lenaga biaya dan wakiu saja. Selain itu pemerintan juga berkewa)l
1 ' iskin dalam hal
Memberikan bantuan berupa dana bag masyarakat miskin
i endidikan.
Mengatasi beban masyarakat terhadap biaya p




Paten F’iﬂfang diatas,

PUllS sekolah yang (eriag; 4 Kecamatan
Lembang, menurut penulis Program  optimalisgsi
I

dalam mengentaskan anak

beasiswa pendidikan
mas Iski
yarakat miskin serta program bantuan paket pendidikan

yang belum terealisasikan secarg optimal. Hal inj terjagi

pendidikan bagi

karena tidak terjalin

koordinasi dan kerjasama yang baik antarg Pihak pemerintah daerah yang

terkait dalam hal ini Kepala Desaflurah dengan Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga mengenai data masyarakat miskin. Sehingga dalam
penyaluran bantuan ini dianggap Puang Alling dan Puang Bojo tidak merata
dan tidak adil. Karena ada yang seharusnya mendapatkan bantuan tersebut
tapl buktinya mereka tidsk mendapatkan, dan ada yang tidak pantas
mendapatkan bantuan tersebut justru mendapatkan bantuan tersebut. Jadi,
menurut penulis pemerintah daerah yang terkait yakni Kepala Desa/lurah
bekerjasama dengan Dinas Pendidikan, Pemuda dan OQlshraga untuk

mendata masyarakat miskin yang memang pantas untuk menerima bantuan

tErEEtHJI,‘,

Selain dari permasahan bantuan beasiswa bagi masyarakat miskin
dan bantuan paket pendidikan, masalah sosialisasi mengenai pendidikan
Hal ini dipaparkan oleh Puang Alling yang

Juga tidak berjalan secara optimal

informasi dan pemerintah daerah atau

Merasa tidak pernah mendapatkan e
' ia ti g
Dinas terkait mengenal sosialisasi tersebut, sehingga dia p
emerintah daerah.

dalam sosialisasi yang dilakukan oleh p y




5.4. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada Bab

V' yang Menyajikan hasil penulisan
dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut -

1. Kondisi obyektif (gambaran umum) mengenai studi anak putus sekolah
yang terjadi di Kecamatan Lembang di tahun 2010 mencapai angka
anak putus sekolah yang terjadi di Kecamatan Lembang mencapai
angka 979 anak. Yang terbagi di beberapa tingkatan sekolah, di tingkat
SD jumiah anak putus dan atau tidak sekolah adalah 166 anak, di
tingkat SMP berjumlah 372 anak, dan di tingkat SMA berjumiah 441
anak.

2. Berdasarkan 5 kasus yang menjadi representative di Kecamatan

Lembang, maka dapat disimpulkan bahwa: faktor-faktor yang menjadi

penyebab anak putus sekolah antara lain:

a. Lemahnya Ekonomi Keluarga

b. Latar Belakang Pendidikan Orang Tua

¢.  Kurangnya Minat Anak Untuk Bel e

nak
d. Kondisi Lingkungan Tempat Tinggal A

8. Teman Sepergaulan
a7




5.2,

a.  Kebijakan Pemerintah pagrgy, dalem Pengentasan Anak Putus

Sekolah yakni berupa gerakan penuntasan wajib belajar berbasjs

desa lermasuk pemutakhiran data anak Pulus dan atau tidak

sekolah,

b.  Sosialisasi Kepada Masyarakat

c. Pemberian Bantuan Dang

d.  Optimalisasi Pemberian Beasiswa Pendidikan Bagi Masyarakat
Miskin

e.  Program Bantuan Paket Pendidikan

Saran

Pemerintah diharapkan dapat mengeluarkan kebijakan tegas yang

tau tidak
bersifat pemberian sanksi terhadap anak yang putus dan atau

ingga
sekolah sebagai upaya pengentasan anak putus sekolah, sehingg

iadi | idak mengikuti
i.'iE'::!E‘.'p'ar"|r|g,.rr=1 para masyarakal menjadi jera karena tid

idikan formal. .
Proses pendidika T ——

- h diharapkan te . -
Pemerintah daera 1 secara merata. Data ini, kemudian
e e

anak putus sekolah di setiap da

SR TE S
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g

dijadikan landasan dg|gm Merumuskan Suatu kebijjak
lakan ¥ang menjadi

pegangan dalam Pengentasan anak putye sekolah
2,

Pemerintah daerah pep,

| dalam

meningkatkan  kesadaran Masayarakat mengenai  pentingan
¥a

bersekolah hingga ke pelosok Pegunungan sertg daerah yang terpencil

secara berkelanjutan,

Pemerintah daerah perly membangun sistem kerjasama yang terpadu
antara pihak-pihak yang terkait dalam Penyelenggaraan pengentasan
anak putus sekolah secara lerprogram dan berkelanjutan seperti
pemerintah desa, tokoh masyarakat, dan orang tua siswa. Dengan
adanya kerjasama ini diharapkan semua pihak yang terkait mulai dari
pemerintah desa hingga masyarakat mempunyai tanggung jawab dalam

mengentaskan anak putus sekaolah.
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WDF”G 5STEM PEN DJ[:-IIEAN NASIONAL
D
HHGJN.EIHII:TISNG HEPUBLIH IN
R 20 TAHyy zmuﬂﬂsam
TENTANG

SISTEM
DENGAN RAH;E?BIDIHAN NASIONAL

TUHAN v
! ANG
RESIDEN REPUBLIK Iﬂmﬂmﬁ B

ng -
LJN pembukaan Undang-Undang pasar
I.M erintah Negara Indonesia yang melmuunr;“’ﬂi Eﬂ'ﬂmﬁemmh Indonesia tahun
ap

i tuk memajuka .
e Kot Jukan kesejahteraan ymym sefuruh
' l
iy e i o
] ' a i "
¥ Lengusahakan dan menyelenggarakan Hlup‘;':r:t:elm::masla Tahun 1945 mﬂ;f;:: keadilan sosial;

m iidi y
dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esq sif."a“'ifﬁ.'ék"“ﬁ“ fang meningkatkan keimanan
Mulia

1945 mengamanatkan

pehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang: dalam rangka mencerdas

1 H= C r h
; Bahwa sistem pendidikan nasional harus mampug menjamin =
peningkatan mutu Serla relevansi dan efisiensi mana; Pemeralaan kesempatan pendidikan

spsuai dengan tuntutan perubahan kehidupan loka Eﬁ?jgn? “g';ﬂ"i!ﬂan untuk menghadapi lantangan

pembaharuan pendidiken secara terencana, terarah, dan berkesinamby o, Sefingga peru dilakkar

4 Bahwa Undang-undang Nomar 2 Tahun 1989 tentang Sistem Fe:-dimr::i%nin'asiunal tidak memadai lagi
ag

dan perlu diganti serta perlu disempumakan a :
Desar Negara Republik Indonesia Tahun 1245: gar sesuai dengan amanat perubahan Undang-Undang

e Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
Undang-Undang tentang Sistem Pendidikan Nasional, RN 5 e peli membentuk

fgrgat |

Pesal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32 Und :
nionesla Tahun 1945; ’ ang-Undang Dasar Negara Republik

Dengan persetujuan bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
DAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :

UNDANG-UNDANG TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL.

BAB |
KETENTUAN UMUM
'I“I.I]]j Pasal 1
; i naang ini yang dimaksud dengan: dkan suasana belajar dan proses pembelajaran

Pﬂ"“":t:: adalah usaha sadar dan terencana ur'wt:k mﬁ;”ﬂf‘ﬂ-‘ i
Ma didik secara aktif mengembangran .
h";lm:]ﬂ"'- pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia,
- "aSyarakat, bangsa dan negara.

E“p;:f!“ﬂﬂ nasional adalah pendidikan yang berdasartd
%k!é?hdnn&sm Tahun 1845 yang berakar pada nisdi
b adap tuntutan perubahan zaman. n pendidikan
wﬁ“ Pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pe I
pﬁmmﬂgmml tujuan pendidikan nasin:amenl.1 Jang berusshe n-pgngam'l:rﬂil'rifjhﬂ“ potensi Gin

adalah anggota masyaraka is pendidican terentd. " ia
T%al‘alarﬂn yang tersedia pada jalur, jenjand, dﬂ?:: f'“-;'ng mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang
benyelg, ePENdidikan adalah anggota masyarake’ Y

"%0araan pendidikan.

irinya uniuk memidiki  kekuatan spiritual
serta kelerampilan yang diperiukan

Undang- Undang Dasar Negara

dan
n Pancasiia yaan nasional Indonesia dan

nilai agama, kebuda
yang saling terkail secara terpadu
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G-UNDANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

gpANGL
pendidik adalah tenaga kependidikan, va

idyaiswara, tulor, instrukiy & M berkualifikgs .
mmﬁjﬂﬂsi dalam mnmelr,b;:fg::;“gﬁ:;; sebutan Ia?r?big:é g;ﬁ;aﬂ‘:“iz"- konselor, pamong belajar,

idi ikan, kekhususann g
Jalur pendidikan adalah wahana yang ditais ikan ngan ya, se

idi alui pesenta digi
proses pendidikan yang Sesuai dengan yyj,4 a3 didik untuk mengembangkan potens dir
Jenjang pendidikan adalah 15 juan pendidikan, potensi dif dalam suatu
fdr}ih tujuan yang akan dij apan penddikan yang ditetapka
ﬂa is pendidikan adalal-:cip:“' dan kemampuan yang dil:ermhan t':afﬂasarkan tingkat perkembangan peserta
f elompolk ngkan,
;:.uaannn::lu:ﬂIuarlr.m'":I ) yang didasarkan pags kekhususan tujuan pendidikan suaty satuan
Satuan pendidikan adalah kelompok |
Yanan pendidi
f;;ﬁi;igggfmﬂ;i :da:rénhrq“{;nulpada saliEIPJ"'EanF:'I.iJ -:raﬂz:i: ::i?emm“m““ pendidikan pada jalur
e ur pendidikan ya R

pendidikan menengah, dan pendidian tinggy, © " 4N berjenjang yang terdin atas pendidikan dasar.
Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di uar perdis
terstruktur dan berjenjang. r pendidi

Fengﬁ!'::n inrm;na! adalah jalur pendidikan keluarga dan fingkungan

Pendidikan anak usia dini adalah syajy up :
3 ; d¥a pembinaan yvang dituiuk ' i [
e in o orS AU e oot g g e S
pendidikan lebih lanjut. 1SSMaN dan rohani agar anak memiiki kesiapan dalam memasuki
ek el S bt ) 55 G e o e

oL . I komunikasi, informasi, dan media lain,

:Edmdmﬂn I_Jan:iragls Mmasyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan k eich:!s Ezn;:.:ﬂﬂEmln =
dya, aspirasl, dan polensi masyarakat sebagai pefwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk I'I'IES]I'-E.I'E.‘H'.ET. '

Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yan ikLrti ndon
: Q harus diikuti oleh a
Engﬁgu:ng jawab Pemerintah dan pemerintah daerah, O R i3 atas
unxulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan j

I ! . s, pelajaran serla cara
yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran '
e, s e 0 p aj untuk mencapal lujuan
i?enmelﬂjaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu
angkungan belajar,
Eh'aluasi_ pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penetapan mulu pendidikan terhadap
berbagai I:qmp-unen pendidikan pada setiap jalur. jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk
Fenar[qgung}awahan penyelenggaraan pendidikan.
Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang
telah ditetapkan.
Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyslenggaraan pendidikan

Yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakal, dana, sarana, dan prasarana,
Dewan pendidikan adalah lembaga mandini yang beranggotakan berbagal unsur masyarakat yang pedull

pendidikan.

Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandid yang beranggotakan orang tuaiwall peserta didik,
komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan. :
Warga negara adalah warga negara Indonesia baik yang tinggal di wilayah Negara Kesaluan Republik

Indonesia maupun di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. _ _
Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia ponpemenniah vang mempunyvai perhatian dan

Peranan dalam bidang pendidikan.

Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
Pemerintah daerah adalah pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, atau pemerintah kota.

Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab dalam bidang pendidikan nasional,
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W”E‘UNDANG SISTEM PENDIDIKAN Nasiona,

BAB ||
DASAR FUNGSI O
. AN TUJU
Pasal 2 "

pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Um:lang-l.lnclang Da
sar

- Megara Republik Indonesia Tahun

Pasal 3

pendidikan nasional berfungsi mengembanak
sa yang bermartabal dalam ranpks oA kEernn!'n dsn

7si peserta didik apar meniadi manusig VAN barm :
f:a sehal, berimu, cakap, kreatif, mandis u:E mamnlnﬁgﬂim kepada Tuhan Yang Maha Esa. berakhiak

Boagm

PRINSIP PENYELENGGARLAN PENDIDIK AN

5 s Paza 4

fiy Pentadisan U$EIEH§.‘|§.‘I~ETE'-:EF~. SOCATE demokiatis dan herkendilan 2ers fida, fiskrminati: denaan mensimang

" tingai l:!lﬂli BRRS! MANUSIA, nilal kaagamaan, nila; Kulurai, dAn kemaismikan hanoss Ll . .

2, Penthdikan dselenaaacakan sebane sati kesatunn VEND SRME. BEnDEn SuRlMm termuske dar miltimekas

3 Pondudiken OIslanaoasakan SBOBNA SUAN Dromes pembudavaan dar pembemavasn nesene gk, yeng
DEMAnESUND SBNANENS hPvat,

§ PENQIORAT DSeIeNJ0ATEGAN JBnnan mamber kBEIRdROAL, mambanpin kemausn, dan menopmbenovan
WTEBIVIES DESBNE DI JBISM prnans pembwipiecan

[ Fendidicen ORaMn)aaTakan JANJET MANREMDARTGAT Tyt memhacs memts Har hethitine hao
SENSRAD WETIE MESVE akE

7. FENDORAET DEsEnnBRkEn ORMGAT MAMDMRTIPRAT ZOMIE SMPLRRE [RSRE i femsr as e
GHIET IRNWEEENJORTERT S8BT DANDSENGRIAN Mt PGAner aenmnkar

HLE N
LA TN AT AN WAL WL,
CELWE T WASY LT LALT TN TETRENIN S s
= e T T
i, ST Aswanildir Wnvgd N

warE L i Hiu
S = - . WETG RETE UMY IISRENT IR | dant S,
EJ' 1:‘:1?; Tg;{;; ' 1—'E,--1|'|'§.;g EE? FmK, STIOSCINER, (TR, THEERILGE,  JEedsbey sow v R,

TETCErET it (LSS
B hars rerms 4 :Er-r?n"a- Ervenci SE Broeiahang sera Masyarakal sl ey Wil dh ik, e

# :'-aij ?@E!T;;ﬁf‘j%iiw potersi kecerdasan dan bakal isimewa Dok Mnpsout s
= = T | :. ==l L - . i

CLss | o
5] 5;;53:#&1& <gcars sermaw merpapst kesampatan meningatkan pedicikan Sedaiang T

hﬂ E T - . . -
nerusiz tujuh sampai dengan ima befas tahun wajlb mengikul e wiikst Jadd

'[rg Efé.;f :E:ﬁ :E:farr.i ;:-Ears?:uﬁg jawab ternadap keberangsungan penyelenggarsai paiciade.
Bagian Kedua
Hak dan m::;:;a; Orang Tua —
) it et et it Gl memilih satuan pendidikan dan merpero .1 WIS By
B mztﬁﬂiﬂ;?:;ﬁﬂﬂar berkewajiban memberikan pendidikan dasar kepada anakia




; MHE'””“”NE SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL
v

Bagian Ketj
Hak dan Kewajiban s
Masya
Pasal 8 yarakat

yasyarakat berhak berperan serta dalam perency
naan, pelaksanaan, pen
. Pengawasan,

lﬂljdilﬂﬁ-

dan evaluasi program

Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban Pemerintah dan Pemerintah Daerah
. ) Pasal 10 .
pemerintah dan pemermah daerah berhak
_ ! mengarahk i i
peyelenggaraan pendidikan sesuai dengan peraturan pewmﬂng?;r:;dﬁ?m:?ﬁﬁ?:r oL i mmel
y Pemerintah dan pemenntah daerah oot
" ennian daerah wajib memberikan layanan dan k jami
ferselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga n?-glara Ianpﬂ'znlI1 d':slmnlﬁxim P I
) Pernenqlah dan pemerintah daamh_wajilh menjamin tersedianya dana guna tﬂrseien;;garanya pendidikan
bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun.

BAB V
PESERTA DIDIK
. . Pasal 12
{l) Setiap peserta didik pa;la setiap satuan pendidikan berhak:
a. ;r:;gn;anﬁ::.!&an pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang
mendapatkan pelayanan pendidikan sesual dengan bakat, minat, dan kemampuannya;
mendapatkan hfﬂasls‘wa hrﬂ_;ii yang berprestasi yang orang luanya tidak mampu membiayal pendidikannya;
mendapatkan biaya pendidikan bagi mereka yang orang tuanya tidak mampu membiayai pendidikannya;
pindah ke program pendidikan pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara;
menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan kecepalan belajar masing-masing dan tidak
menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan.
@ Setiap peserta didik berkewajiban: )
8. menjaga norma-norma  pendidikan untuk menjamin  keberangsungan proses dan keberhasilan
pendidikan; i
b. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, kecuali bagi peserta didik yang dibebaskan dari
kewajiban tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaky.
B Warga negara asing dapat menjadi pesena didik pada satuan pendidikan yang diselenggarakan dalam
wilayah MNegara Kesatuan Republik indonesia. )
#  Ketentuan mengenai hak dan kewajiban peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan

ayat (3) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah,

BAB VI
JALUR, JENJANG, DAN JENIS PENDIDIKAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 13

M) Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal,

mempearkaya. -
@ Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan de

muka dan/atau melalui jarak jauh.

ok W-N- N

dan informal yang dapat saling melengkapi dan
ngan system lerbuka melalui tatap

Pasal 14
Jenjang pendidikan formal terdid atas pendidikan dasar,

pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

il \

|
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r, jenjang, dan jenis pendidikan dapat dh'i"-ljliﬂh:an i
;|

Jalu
menntah d
ﬁ!’ﬂm“”mah' ™ a0rah, dan/atay masyarakgy, oK SaUaN pendidikan yang diselenggarakan
Bagian Kedua
F"Enl:lidkhan Dasar
Pasal 17

pendidikan dasar merupakan jenjang pendidika '
pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar Egé?ngan;e?mrﬁa::éﬁnjang et Gl e
A :

sederajat serta sekolah menengah peramg iblidaiyah (M) atau bentuk |aj
S Sarsiek (8MP) dan madrasah tsanawiyah (MTs). atau tlgﬂ:li.ih ll‘:l'; ;:l'lg

xetentuan mengenai pendidikan dasar sebagai -
dengan peraluran pemerintah, "galmana dimaksud pada ayat (1) dan ayal (2) diatur lebih fanjut

E_E‘z:liﬂll Ketiga
Fﬂndld'kﬂn ME“““HHI‘[

i Pasal 18
Pendidikan menengah merupakan lanjulan pendidikan dasar
Pendidikan menengah terdin atas pendidikan menengah umum d :

idi an pendidikan men h kei
Pendiaikan menengah berbentuk sekolah menengah atas (SMA), madrasah aliyah {i%a sgiﬂguhapﬁene ah
Ezjtimlan (SMK), dan madrasah aliyah kejuruan (MAK), atau bentuk |sin yang sederajat : g

niuan mengenai pendidikan menengah sebagaimana dimaksud pada ;
diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. pada ayat (1), ayal (2), dan ayat (3)

Bagian Keempat
Pendidikan Tinggi
Pasal 1%
Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan selelah pendidikan menengah yang mencakup program
pendidikan diploma, sarjana, magister, spesialis, dan doktor yang diselenggarakan oleh pendidikan tinggi.

Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan sistem lerbuka,

Pasal 20

Perguruan tinggl dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, alau universitas.
Perquruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada

masyarakat, .
Perguruan tinggi dapat menyelenggarakan program akademik, profesi, danfalau vokasi, :
ntuan mengenai perguruan tinggl sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur

lebiby banjut dengan peraturan pemerintah.

Pasal 21
Pergunuan tinggi yang memenuhi persyaratan pendirian dan dinyatakan berhak menyelenggarakan program
Pendidikan tertenty dapat memberikan gelar akademik, profesi, ateu vokasi sesuai dengan program

Pendidikan yang diselenggarakannya. ; i
nrang:n,gurganiun?gl. atau penyelenggara pendidikan yang bukan pergurian tinggi dilarang
Memberikan gelar akademik, profesi, atau vokasl. ah lulusan dari perguruan tingal yang dinyalakan

Gelar akademik, profesi, atau unrgasi hanya diﬂ‘unﬂh:; of
berhak membedkan gelar akademik, pgﬁfﬁgﬂbf usan perguruan linggi hanya dibenarkan dalam bentuk

Pengpunaan ' i
gelar akademik, profes, rokas
= 3|ﬂ|;l|r.atan yang diterima dari pergurudn "nﬂg'.?a"ﬂ mmangkuiﬂdﬂhan sebagaimana dimaksud pada ayat
F“"".l'EIEnggam PancdRn i 8 o2 st pei:srar_at&n Im-lrlimh:ftn tindakan sebagaimana dimaksud
1) atay penyelenggara pendidikan bukan perguruan tinggl yang 1:: Hlarlggaman cendidikan.
S T &) lerakan asRye] sdmintstralif berupé FEFUE }ui ara pendidikan yang tidak sesuai
i e e dihalumgidﬂi::al:'l p:an:': mﬁn perguruan tinggi sebagaimana
Uengan ketentuan ayat (1) alau penyelenggara

dimaksud pada ayal (2) dinyatakan fidak san. |
4 -'"""«(




